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Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi yang kedudukan dan 
fungsinya berada di bawah kendali dan kewenangan Deputi Bidang 
Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memiliki tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dukungan di bidang hubungan 
masyarakat, sistem informasi, dan perpustakaan. 

Dalam mewujudkannya, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 
pada tahun 2023 telah menyusun dan menetapkan sasaran kegiatan 
melalui perjanjian kinerja dalam rangka mendukung tercapainya sasaran 
program Deputi Bidang Administrasi dan sasaran strategis Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Perjanjian kinerja tersebut kemudian 
dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi. 

Laporan kinerja ini kami susun dengan komprehensif, utuh dan 
menyeluruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan 
institusi dan publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara 
objektif sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good 
governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban 
sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

Dengan telah disusunnya LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya 
bagi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai bahan 
evaluasi perencanaan kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan 
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.  

 
Jakarta,      Januari 2024  
Penanggung Jawab Indeks Kinerja 
Utama, Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat  
dan Sistem Informasi,  
 
 
 
SITI FAUZIAH, S.E., M.M 
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Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem informasi merupakan unit kerja 
yang memberikan pelayanan internal yaitu kepada MPR RI dan Alat 
Kelengkapannya dan pelayanan eksternal kepada masyarakat melalui 
pelayanan publik. Peranan strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem 
Informasi sebagai supporting system terlaksananya tugas konstitusional 
MPR RI diwujudkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang 
sesuai dengan visi dan misi Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal 
MPR RI. Pada tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi 
menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan 
program dan kegiatan yaitu “Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan 
Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI” dan 
“Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan 
Pelayanan Publik Setjen MPR RI”. 

Pengukuran kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem didasarkan 
pada realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan dengan target yang telah 
ditetapkan pada perjanjian kinerja melalui 2 (dua) kali revisi.  Indikator 
kinerja diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan total 
indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebanyak 9 (sembilan) indikator. 
Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama terdiri dari 5 (lima) IKSK yang 
pertama yaitu “Indeks Pelayanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 
118,23% dan nilai indeks sebesar 4,15 melebihi dari target pada perjanjian 
kinerja sebesar 3,51 dan nilai rata-rata nasional sebesar 3,88. Capaian kinerja 
IKSK-2 “Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan 
Kehumasan” yaitu sebesar 97,94% dengan nilai realisasi 3,33 dari target yang 
ditetapkan sebesar 3,40. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) yang 
menjadi IKSK-3 dengan target nilai 90,00 memperoleh capaian sebesar 
93,18% dengan nilai realisasi sebesar 83,86. Indikator selanjutnya yaitu IKSK-
4 “Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi” berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 105,26% 
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95% dengan tingkat 

’’  Ringkasan  
Eksekutif 
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pemenuhan layanan 100%. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat 
(LAPOR) yang sudah diselesaikan menjadi IKSK-5 memperoleh capaian 
kinerja 100% dengan realisasi tindak lanjut sebesar 100% dari 100% target 
yang ditetapkan. Sasaran kegiatan kedua terdiri dari 4 (empat) IKSK, yang 
pertama yaitu Indeks SPBE Setjen MPR RI dengan realisasi sebesar 2,93 dari 
3,13 target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja berdasarkan indeks 
tersebut yaitu sebesar 93,61%. Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan 
administrasi berbasiskan teknologi informasi yang menjadi IKSK-7 
memperoleh capaian kinerja sebesar 131,64% dengan realisasi sebesar 
72,40%  berdasarkan nilai indeks sebesar 3,62 dari target sebesar 55.00%. 
Capaian kinerja sebesar 85,71% diperoleh pada IKSK-8 “Tingkat 
Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE” dengan realisasi nilai indeks 
sebesar 3.00 dari target yang ingin dicapai sebesar 3,50. Indikator terakhir 
pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Tingkat Kematangan Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral” memperoleh capaian sebesar 69,28% dengan realisasi 
nilai indeks 1,15 dari target yang ingin dicapai sebesar 1,66. 

Secara umum, capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi  yaitu sebesar 98,99%. Diperlukan peningkatan pada berbagai 
aspek indikator kinerja agar kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi memperoleh hasil yang maksimal. Dengan adanya laporan ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi 
Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi serta sebagai bahan 
evaluasi untuk peningkatan kinerja kedepannya.
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A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 
 

Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi merupakan salah 
satu Biro di bawah Deputi Bidang 
Administrasi Sekretariat Jenderal 
MPR RI yang menjalankan fungsi 
dalam melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
hubungan masyarakat dan sistem 
informasi kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia sesuai dengan 
yang dijabarkan pada pasal 7 huruf 
e dan f Peraturan Presiden Nomor 
45 tahun 2019 tentang Sekretariat 
Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Tugas dan fungsi Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi  
kemudian diatur dengan lebih 
rinci melalui Peraturan Sekretaris 
Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia serta 
Peraturan Sekretaris Jenderal 
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Atas  Peraturan 
Sekretariat Jenderal Nomor 4 
Tahun 2020 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia yang 
didalamnya menerangkan bahwa 
Sekretariat Jenderal membawahi 
Biro Hubungan Masyarakat dan 

Sistem Informasi yang kedudukan 
dan fungsinya berada di bawah 
kendali dan kewenangan Deputi 
Bidang Administrasi, dengan 
tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan dalam pelaksanaan 
dukungan di bidang hubungan 
masyarakat, sistem informasi, dan 
perpustakaan dengan fungsi 
sebagai berikut; 

a. Perumusan dan evaluasi 
rencana strategis Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi; 

b. Perumusan dan evaluasi 
program kerja tahunan Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi; 

c. Perumusan dan evaluasi 
rencana kegiatan dan Anggaran 
Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi; 

d. Koordinasi pelaksanaan tugas 
unit organisasi di lingkungan 
Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi; 

e. Perumusan dan kebijakan 
pelaksanaan pengelolaan data 
dan sistem informasi; 

f. Perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan pengelolaan 
pemberitaan dan hubungan 
antar lembaga; 

g. Perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan pengelolaan 
media visual dan audio visual; 

h. Pengelolaan perpustakaan; dan  
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i. Penyusunan evaluasi dan 
pelaporan Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem 
Informasi. 

Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya Biro Hubungan 

Masyarakat dan Sistem Informasi 
sebagai unit kerja setingkat eselon 
II, didukung oleh 3 (tiga) unit kerja 
setingkat eselon III, 6 (enam) unit 
kerja setingkat eselon IV, dan 
kelompok jabatan fungsional 
pustakawan, seperti tabel berikut: 

 

 

Gambar 1  Bagan Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 

Berdasarkan tabel diatas maka 
dapat dijelaskan bahwa guna 
mendukung efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro 
Hubungan Masyarakat dan Sistem 
Informasi didukung oleh: 

1. Bagian Sistem Informasi dan 
Data memiliki tugas 
melaksanakan perumusan 
kebijakan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang sistem 
informasi dan data, dan dalam 
pelaksanaannya didukung 
oleh: 

1.1. Subbagian Sistem 
Informasi memiliki tugas 
melakukan penyiapan 
bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
kegiatan di bidang 
pengembangan dan 
pemeliharaan sistem 
informasi, dan 
pendayagunaan teknologi 
informasi.  

1.2. Subbagian Data memiliki 
tugas melakukan 
penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
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pelaksanaan kegiatan di 
bidang pengelolaan dan 
diseminasi data, serta 
dukungan penyusunan 
kegiatan di lingkungan 
Bagian Sistem Informasi 
dan Data. 

2. Bagian Pemberitaan dan 
Hubungan Antar Lembaga 
memiliki tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang 
penyebarluasan informasi dan 
pelayanan informasi publik, 
dan hubungan antar lembaga, 
dalam pelaksanaan tugasnya 
di dukung oleh: 

2.1. Subbagian Pemberitaan 
dan Layanan Informasi 
mempunyai tugas 
melakukan penyiapan 
bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
pengelolaan bahan berita 
melalui media cetak, media 
sosial, dan website, liputan 
pers dan wawancara, siaran 
pers, jumpa pers dan 
kunjungan pers, 
pengolahan opini publik 
dan analisis berita, bahan 
analisis media massa dan 
media sosial serta 
pelayanan penyebaran 
informasi MPR dan 
Sekretariat Jenderal. 

2.2. Subbagian Hubungan 
Antarlembaga mempunyai 
tugas melakukan 

penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kerja sama 
antarlembaga, penerimaan 
delegasi masyarakat, 
layanan informasi kepada 
masyarakat tentang fungsi, 
tugas dan kedudukan 
lembaga MPR, penyusunan 
rencana program dan 
anggaran, pelaksanaan 
urusan keuangan, rumah 
tangga, persuratan, arsip 
dan dokumentasi Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi, 
dukungan ketatausahaan 
kegiatan kepustakaan, 
serta penyusunan rencana, 
program dan anggaran, 
evaluasi dan pelaporan 
kegiatan di lingkungan 
Bagian Pemberitaan dan 
Hubungan Antarlembaga. 

3. Bagian Media Visual dan Audio 
Visual 

3.1. Subbagian Media Visual 
mempunyai tugas 
melakukan penyiapan 
bahan pembuatan dan 
penyimpanan/perawatan 
serta editing dokumentasi 
foto kegiatan MPR dan 
Sekretariat Jenderal MPR 
RI. 

3.2. Subbagian Audio Visual 
mempunyai tugas 
melakukan penyiapan 
bahan pembuatan dan 
penyimpanan/perawatan 
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serta editing dokumentasi 
audio visual kegiatan MPR 
dan Sekretariat Jenderal 
MPR RI. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 
mempunyai tugas 
memberikan pelayanan 
fungsional dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama 
sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. Pada Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi kelompok 
jabatan fungsional diisi oleh 
pustakawan yang bertugas 
mengelola perpustakaan MPR 
RI.

 

 

B. SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Sumber Daya Manusia menjadi 
faktor pendukung bagi kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi unit 
kerja dalam mencapai tujuan 
organisasi, komposisi SDM yang 
kompetitif dan berkualitas akan 
memberikan hasil yang maksimal 
dalam pencapaian program dan 
kegiatan unit kerja. Biro 
Hubungan Masyarakat dan Sistem 
Informasi melaksanakan 

perumusan kebijakan dalam 
pelaksanaan dukungan di bidang 
hubungan masyarakat, sistem 
informasi, dan perpustakaan 
untuk mendukung kinerja 
Sekretariat Jenderal serta tugas 
dan kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 
Dukungan tersebut dilaksanakan 
dengan komposisi sebagai berikut:

 
Gambar 2 Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 

Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV

a 0 0 6 2

b 0 0 5 2

c 0 5 4 0

d 1 5 8 0

e 0

0 0

6

2

0 0

5

2

0

5
4

0
1

5

8

0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah Pejabat dan Pegawai
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Berdasarkan Golongan

a b c d e



6 
 

 
Gambar 3 Presentase Pejabat dan Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat dan 

Sistem Informasi 

 
Gambar 4 Komposisi SDM Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Komposisi Pejabat dan Pegawai di 
lingkungan Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi 
didukung oleh 38 (tiga puluh 
delapan) orang yang terdiri dari 3 

(tiga) orang eselon III, 6 (enam) 
orang eselon IV, 5 (lima) orang 
dengan rumpun jabatan 
fungsional dan 10 (sepuluh) jenis 
jabatan pelaksana yang diduduki 

Bagian Sistem 
Informasi dan Data

21%

Bagian Pemberitaan 
dan Hubungan Antar 

Lembaga
26%

Bagian Media Visual 
dan Audio Visual

40%

Fungsional 
Perpustakaan

13%

Presentase Pejabat dan Pegawai di Unit Kerja Eselon III
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Bagian Sistem Informasi dan Data

Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga

Bagian Media Visual dan Audio Visual

Fungsional Perpustakaan

0

0

7

11

18

2

0

SD

SMP

SMA

Diploma-3

Strata-1

Strata-2

Strata-3

SD SMP SMA Diploma-3 Strata-1 Strata-2 Strata-3

Person 0 0 7 11 18 2 0

Jumlah Pejabat dan Pegawai 
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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oleh 24 (dua puluh empat) orang 
yang tersebar dalam beberapa 
unit kerja pada Biro Hubungan 

Masyarakat dan Sistem Informasi 
dengan beberapa klasifikasi yang 
dijabarkan melalui grafik diatas.

 

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 
 

Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi secara struktur 
kelembagaan berada dibawah 
Deputi Bidang Administrasi dan 
memiliki aspek strategis yang 
sejalan dengan mandat dan peran 
strategis Sekretariat Jenderal MPR 
RI dalam mendukung 
pemenuhan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2020–2024 sesuai dengan 
yang tertuang dalam Peraturan 
Sekretaris Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Rencana 
Strategis Sekretariat Jenderal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2020-
2024. 

Dalam melaksanakan mandat dan 
dukungan terhadap peran 
strategis Sekretariat Jenderal MPR 
RI, Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi harus dapat 
memastikan terlaksananya 
birokrasi pemerintahan yang 
mengarah kepada tata kelola 
pemerintahan yang baik dan 
benar khususnya dalam 
pelaksanaan dukungan di bidang 
hubungan masyarakat, sistem 
informasi, dan perpustakaan. Hal 
tersebut tentunya memiliki 

konsekuensi logis berupa 
munculnya permasalahan-
permasalahan sebagai isu 
strategis yang harus diatasi 
dengan senantiasa melakukan 
monitoring dan evaluasi kinerja di 
lingkungan internal Biro. 

Adapun isu strategis tersebut 
antara lain adalah: 

1. Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) di MPR RI 
yang masih memerlukan 
optimalisasi dalam mencapai 
standar nasional. 

2. Masih kurangnya kolaborasi 
antar lembaga dilingkungan 
komplek parlemen dalam 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana bersama terkait 
penyelenggaraan pelayanan 
publik. 

3. Portal Informasi Publik yang 
belum ramah disabilitas 
khususnya pada website, 
aplikasi dan sosial media resmi 
milik MPR RI. 

4. Masih kurangnya sumber daya 
manusia yang kompeten 
dibidang media visual dan 
audio visual, serta kurangnya 
sarana dan prasarana yang 
memadai. 
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5. Belum tercapainya 
implementasi Standar 
Nasional Perpustakaan Khusus 
sesuai dengan Peraturan 
Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 pada 
Perpustakaan MPR RI 
khususnya dalam hal struktur 
pengelolaan serta sarana dan 
prasarana.

 

D. SISTEMATIKA LAPORAN 
 

Sistematika penyajian Laporan 
Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 
Tahun 2023 adalah sebagai 
berikut:  

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan 
penjelasan umum tentang Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi, dengan 
penjabaran yang meliputi tugas, 
fungsi, dan struktur organisasi, 
dukungan sumber daya 
manusia yang dimiliki serta 
aspek strategis dalam 
mendukung tugas dan fungsi 
Deputi Bidang Administrasi 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 
serta isu strategis yang dihadapi 
oleh Biro Hubungan Masyarakat 
dan Sistem Informasi pada 
tahun anggaran 2023.  

2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan 
penjelasan mengenai rencana 
strategis sebagai dokumen 
perencanaan kinerja jangka 
menengah, Perjanjian Kinerja 
Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi tahun 2023, 
dan rencana kerja dan 
anggaran.  

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Pada bab ini disajikan nilai 
kinerja Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem 
Informasi pada setiap sasaran 
kegiatan sesuai dengan hasil 
pengukuran, detail kinerja 
untuk setiap indikator kinerja 
sasaran kegiatan disertai uraian 
terkait evaluasi internal antara 
capaian kinerja dan anggaran, 
efisiensi penggunaan sumber 
daya, tindak lanjut pelaksanaan 
rencana aksi tahun sebelumnya, 
serta tindak lanjutnya. 

4. Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan 
umum atas capaian kinerja Biro 
Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi serta uraian 
terkait langkah di masa 
mendatang yang akan 
dilakukan untuk terus 
meningkatkan kinerja Biro. 

5. Lampiran  
Pada bagian lampiran akan 
dicantumkan data dukung 
kinerja masing-masing 
indikator kinerja. 
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BAB II 

PERENCANAAN 
KINERJA 
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A. RENCANA STRATEGIS 
 

Arah Strategis Sekretariat Jenderal 
MPR RI dituangkan dalam 
Rencana Strategis Sekretariat 
Jenderal MPR RI 2020-2024. 
Rencana Strategis (Renstra) K/L 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
merupakan cerminan dari 
pelaksanaan kedudukan tugas 
dan fungsi Sekretariat Jenderal 
MPR sebagai supporting system 
kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya memberikan dukungan 
administrasi dan keahlian kepada 
MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR 
RI memiliki visi dan misi dalam 
Rencana Strategis 2020 – 2024. Visi 
dan misi tersebut kemudian 

menjadi acuan dibentuknya visi 
dan misi Deputi Bidang 
Administrasi untuk selanjutnya 
menjadi dasar perumusan 
penetapan kinerja bagi Biro 
Hubungan Masyarakat dan Sistem 
Informasi yang merupakan bagian 
dari Deputi Bidang Administrasi 
tersebut.   

Visi yang jelas memberikan dasar 
yang kuat untuk 
mengembangkan pernyataan 
misi yang komprehensif untuk 
dapat menggambarkan kondisi 
yang ingin dicapai pada akhir 
periode perencanaan jangka 
menengah, tahun 2024. Berikut ini 
adalah visi dan misi Deputi Bidang 
Administrasi 2020 – 2024:

Visi: 
“Layanan dan Dukungan Administrasi Berkualitas dalam Mendukung 

Visi Sekretariat Jenderal MPR RI” 
 

Misi: 
1. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan; 
2. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi 

Sekretariat Jenderal MPR RI. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Perencanaan ini disusun 
berdasarkan analisis strategis atas 
potensi, peluang, tantangan dan 
permasalahan serta rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam mencapai tujuan. 
Perencanaan yang komprehensif 
dan strategis ini akan menjadi 

komitmen bersama dalam 
merealisasikan target capaian 
kinerja yang telah ditetapkan 
dalam bentuk Perjanjian Kinerja. 

Dalam mewujudkan Rencana 
Strategis, Sekretariat Jenderal 
MPR RI menetapkan Sasaran 
Strategis yang kemudian pada 
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tingkat Deputi dijabarkan melalui 
Sasaran Program dan pada tingkat 
Biro dilaksanakan melalui 
penetapan Sasaran Kegiatan. 

Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem informasi menetapkan dua 
Sasaran kegiatan dalam Perjanjian 
Kinerja untuk mendukung 
terwujudnya Rencana Strategis 
tersebut, yaitu: 

1. “Meningkatnya Pelaksanaan 
Kegiatan Hubungan 
Masyarakat Dan Pelayanan 
Publik” dalam mendukung 

misi Deputi Bidang 
Administrasi dalam 
meningkatkan 
profesionalisme dalam 
memberikan layanan dan 
Pelayanan Publik; 

2. “Meningkatnya lndeks SPBE 
dan Kematangan Statistik 
Sektoral” dalam mendukung 
misi Deputi Bidang 
Administrasi mendorong 
peningkatan efektivitas dan 
efisiensi birokrasi Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 

 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 
 

Untuk mewujudkan perencanaan 
kegiatan, serta indikator kinerja, 
Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi wajib 
merumuskan kegiatan beserta 
alokasi anggaran yang dibutuhkan 
selama satu tahun, hal tersebut 
dituangkan dalam Perjanjian 
Kinerja yang merupakan 
lembar/dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi 
yang lebih tinggi kepada 
pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai 
dengan indikator kinerja dalam 
hal ini Perjanjian Kinerja antara 

Deputi Bidang Administrasi 
dengan Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi 
yang disusun untuk mewujudkan 
pemerintahan efektif, transparan, 
dan akuntabel serta berorientasi 
pada hasil, pada tahun 2023. 

Sejalan dengan itu Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi 
menetapkan Sasaran Kegiatan 
dan indikator kinerja serta target 
capaian dalam Perjanjian Kinerja 
tahun 2023, dimana tercatat telah 
dilakukan revisi sebanyak dua kali 
sejak ditetapkan pada bulan 
Januari 2023.
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Revisi I dilaksanakan pada bulan 
September tahun 2023 meliputi 
penyesuaian dukungan anggaran 
pengelolaan administrasi, 
publikasi dan layanan informasi 
dari Rp. 28.010.500.000,- (dua 
puluh delapan miliar sepuluh juta 
lima ratus ribu rupiah) menjadi 
Rp. 28.007.500.000,- (dua puluh 
delapan miliar tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) 

Revisi II dilaksanakan pada bulan 
Desember tahun 2023 meliputi 
perubahan format Sasaran 
Kegiatan dan Indikator Kinerja 
menjadi lebih terstruktur sesuai 
dengan Klasifikasi Rincian Output 
(KRO) pada Biro Hubungan 

Masyarakat dan Sistem Informasi 
tanpa merubah dukungan 
anggaran. Perubahan tersebut 
antara lain terdapat pada Sasaran 
Kegiatan “Meningkatnya 
Pelaksanaan Kegiatan Hubungan 
Masyarakat dan Pelayanan Publik” 
yang sebelumnya memiliki 7 
(tujuh) Indikator Kinerja 
mengalami penyesuaian dengan 
penetapan 5 (lima) Indikator 
Kinerja. Selain itu, adanya 
penambahan Sasaran Kegiatan 
berupa “Meningkatnya Indeks 
SPBE dan Kematangan Statistik 
Sektoral” yang didukung dengan 4 
(empat) Indikator Kinerja.

  

  

Januari 2023

•Penandatanganan
Perjanjian Kinerja Biro
Hubungan Masyarakat
dan Sistem Informasi
pada awal tahun 2023

Revisi 1

September 2023

•Penyesuaian nominal 
pagu anggaran

Revisi 2

Desember 2023

•Penyesuaian Sasaran
Kegiatan dan Indikator
Kinerja.

Gambar 5 Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
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Tabel 1 Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi 
Bulan Desember Tahun 2023 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Meningkatkan 
Pelaksanaan Kegiatan 

Hubungan Masyarakat dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Pelayanan Publik 
Baik 

(Kategori) 
Tingkat Kepuasan MPR RI 

dan Alat Kelengkapan 
terhadap Layanan 

Kehumasan 

3,4 (Nilai) 

Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

90 (Nilai) 

Tingkat Pemenuhan 
Layanan Internal Biro 

Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi 

95 
(Persen) 

Tingkat tindak lanjut 
pengaduan masyarakat 

(LAPOR) yang sudah 
diselesaikan 

100 
(Persen) 

Meningkatnya Indeks 
SPBE dan Kematangan 

Statistik Sektoral 

Indeks SPBE Setjen MPR RI 
3,13 

(Indeks) 
Tingkat Ketersedian 

pelayanan publik dan 
administrasi berbasiskan 

teknologi informasi 

55 
(Persen) 

Tingkat Implementasi 
Kebijakan Arsitektur SPBE 

3,5 
(Indeks) 

Tingkat Kematangan 
Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 

1,66 
(Indeks) 

    *Dukungan Anggaran   : Rp. 28.007.500.000 
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C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
 

Dalam mendukung Sasaran 
Kegiatan dan indikator kinerja 
serta target yang akan dicapai 
pada tahun 2023, Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi 
menyusun 2 (dua) Klasifikasi 
Rincian Output (KRO) yaitu, 
Layanan Dukungan Manajemen 
Internal dan Sistem Informasi 
Pemerintahan. 

Layanan Dukungan Manajemen 
Internal terdiri dari Layanan 
Hubungan Masyarakat dan 
Layanan Data dan Informasi. Pada 
Rincian Output (RO) Layanan 
Hubungan Masyarakat diperkuat 
dengan 12 (dua belas) komponen 
kinerja/kegiatan, yaitu: 

1. Pembuatan Rencana Kegiatan 
Layanan Hubungan 
Masyarakat dan Sistem 
Informasi; 

2. Peliputan Kegiatan MPR RI; 
3. Pengelolaan Media Audio 

Visual dan Digitalisasi Arsip; 
4. Publikasi Kegiatan MPR 

melalui Media; 
5. Media Gathering; 
6. Diskusi Mingguan; 
7. Forum Konsultasi Publik; 
8. Lomba Karya Jurnalis; 
9. Temu Kehumasan; 
10. Pelayanan, Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 
Perpustakaan; 

11. Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi (PID) Setjen MPR 
RI; 

12. Evaluasi Layanan Hubungan 
Masyarakat dan Informasi. 

Sedangkan dalam mendukung 
tugas Sekretariat Jenderal MPR RI 
melalui RO Layanan Data dan 
Informasi diperkuat dengan 7 
(tujuh) komponen 
kinerja/kegiatan, antara lain: 

1. Pembuatan Rencana Kegiatan 
Layanan Data dan Informasi; 

2. Pengelolaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
dan Evaluasi Mandiri Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE); 

3. Pembuatan Aplikasi 
Penunjang Kinerja Layanan 
SPBE Sekretariat Jenderal MPR 
RI; 

4. Pengembangan Aplikasi 
Penunjang Kinerja Layanan 
SPBE Sekretariat Jenderal MPR 
RI; 

5. Pengelolaan Ruang Data 
Center MPR dan Disaster 
Recovery Center (DRC); 

6. Pengelolaan  Layanan Website 
dan Portal MPR RI; 

7. Evaluasi Kegiatan Layanan 
Data dan Informasi. 

 
Pada KRO Sistem Informasi 
Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) 
RO yaitu Pembuatan Aplikasi 
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Penunjang Kinerja dan 
Pengembangan Aplikasi 
Penunjang Kinerja yang masing-
masing terdiri dari 1 (satu) 
komponen kinerja/kegiatan. 
Pembuatan Aplikasi Penunjang 
Kinerja memiliki komponen 
kinerja/kegiatan berupa 
Pembuatan Aplikasi Penunjang 
Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR 
RI,  sementara Pengembangan 
Aplikasi Penunjang Kinerja 
memiliki komponen 
kinerja/kegiatan berupa 
Pengembangan Aplikasi 
Penunjang Kinerja Layanan SPBE 
Setjen MPR RI. 

Dalam pelaksanaan rencana 
kinerja tersebut dukungan 

anggaran menjadi faktor utama 
dalam pelaksanaan kegiatan di 
instansi pemerintah. Pada Tahun 
Anggaran 2023 untuk 
pelaksanaan Program dan 
Kegiatan Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi, 
berdasarkan Rincian Kertas Kerja 
Tahun Anggaran 2023 Satuan 
Kerja Sekretariat Jenderal Nomor 
DIPA: 001.01.1.000017/2023 Biro 
Hubungan Masyarakat dan Sistem 
Informasi mendapatkan alokasi 
anggaran sebesar Rp. 
28.007.500.000,- (dua puluh 
delapan miliar tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) dengan rincian 
dukungan anggaran yang dapat 
dilihat pada tabel berikut:

 
Tabel 2 Rekapitulasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi 

Tahun 2023 

NO PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN VOLUME JUMLAH PAGU 

1002 
Pengelolaan Administrasi, 
Publikasi dan Layanan Informasi 

    Rp. 28.007.500.000,- 

EBA 
Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

2 Layanan Rp. 26.423.907.000.- 

958 
Layanan Hubungan Masyarakat dan 
Informasi 

1 Layanan Rp. 26.000.947.000,- 

963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan Rp. 422.960.000,- 

FAB Sistem Informasi Pemerintahan 2 Layanan Rp. 1.583.593.000,- 

001 
Pembuatan Aplikasi Penunjang 
Kinerja 

1 Layanan Rp. 545.000.000,- 

002 
Pengembangan Aplikasi Penunjang 
Kinerja Layanan SPBE Setjen MPR 

1 Layanan Rp. 1.038.593.000,- 

Pada tabel rekapitulasi anggaran 
Biro Hubungan Masyarakat dan 
Layanan Informasi tahun 2023 

diatas, KRO Layanan Dukungan 
Manajemen Internal dengan pagu 
anggaran sebesar Rp. 



16 
 

26.423.907.000,- (dua puluh enam 
miliar empat ratus dua puluh tiga 
juta sembilan ratus tujuh ribu 
rupiah) secara dominan 
dialokasikan dalam menunjang 
Sasaran Kegiatan “Meningkatkan 
Pelaksanaan Kegiatan Hubungan 
Masyarakat dan Pelayanan Publik, 
sementara KRO Sistem Informasi 
Pemerintahan dengan pagu 
anggaran sebesar Rp. 
1.583.593.000,- (satu miliar lima 

ratus delapan puluh tiga juta lima 
ratus sembilan puluh tiga ribu 
rupiah) dialokasikan dalam 
menunjang  Sasaran Kegiatan 
“Meningkatnya Indeks SPBE dan 
Kematangan Statistik Sektoral” 
yang dalam praktiknya fungsi 
anggaran tersebut memiliki 
keterkaitan dalam mendukung 
pencapaian Perjanjian kinerja 
pada Biro Hubungan Masyarakat 
dan Sistem Informasi.
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BAB III 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 
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Akuntabilitas kinerja merupakan 
bentuk pertanggungjawaban Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi kepada stakeholder 
mulai dari MPR dan Alat 
Kelengkapannya, Masyarakat dan 
Internal (pegawai) di Sekretariat 
Jenderal MPR RI untuk 
menggambarkan pencapaian 
target kinerja dan penggunaan 
anggaran. Parameter capaian 
kinerja ditetapkan oleh 
Penanggung Jawab Indeks Kerja 
Utama Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat Dan Sistem Informasi 
secara terukur dan jelas dalam 
mendukung terlaksananya tugas 
dan fungsi Deputi Bidang 
Administrasi Setjen MPR RI. 
Parameter tersebut dirumuskan 
dalam sasaran kegiatan dengan 9 
(sembilan) indikator kinerja 
sasaran kegiatan sebagai dasar 
pelaksanaan program dan 
kegiatan masing-masing unit 
kerja di Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi.  

 

 

A. CAPAIAN KINERJA 
 

Pengukuran capaian kinerja 
dilakukan dengan 
membandingkan target indikator 
kinerja dengan realisasi dari 
program dan kegiatan yang telah 
dilaksanakan.  

Capaian sasaran kegiatan beserta 
realisasi yang diperoleh pada 
masing-masing indikator kinerja 
sasaran kegiatan (IKSK) dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 2023 

  
SASARAN 
KEGIATAN 

  
INDIKATOR 

KINERJA 
TARG

ET 
SATU

AN 
REALISA

SI  
CAPAI

AN  
CAPAI
AN SK 

NILAI 
KINERJ

A 

SK
-1 

Meningka
tnya 
Pelaksana
an 
Kegiatan 
Hubunga
n 
Masyarak
at dan 
Pelayanan 
Publik 
Setjen 
MPR RI 

IKSK
-1 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 

3,51 
Indek

s 
4,15 118,23% 

102,92.
% 

98,99% 

IKSK
-2 

Tingkat 
Kepuasan 
MPR RI dan 
Alat 
Kelengkap
an 
terhadap 
Layanan 
Kehumasa
n 

3,40 
Indek

s 
3.33 97,94% 
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SASARAN 
KEGIATAN 

  
INDIKATOR 

KINERJA 
TARG

ET 
SATU

AN 
REALISA

SI  
CAPAI

AN  
CAPAI
AN SK 

NILAI 
KINERJ

A 

IKSK
-3 

Nilai Survei 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

90,00 Nilai 83,86 93,18% 

IKSK
-4 

Tingkat 
Pemenuha
n Layanan 
Internal 
Biro 
Hubungan 
Masyarakat 
dan Sistem 
Informasi 

95,00 
Perse

n 
100% 105,26% 

IKSK
-5 

Tingkat 
tindak 
lanjut 
pengaduan 
masyarakat 
(LAPOR) 
yang sudah 
diselesaika
n 

100,0
0 

Perse
n 

100% 100% 

SK
-2 

Meningka
tnya 
Indeks 
SPBE dan 
Kematang
an 
Statistik 
Sektoral 

IKSK
-6 

Indeks 
SPBE 
Setjen MPR 
RI 

3,13 
Indek

s 
2,93 93.61% 

95,06% 

IKSK
-7 

Tingkat  
Ketersediaa
n 
pelayanan 
publik dan 
administras
i 
berbasiska
n teknologi 
informasi  

55,00 
Perse

n 
72,40 131,64% 

IKSK
-8 

Tingkat 
Implement
asi 
Kebijakan 
Arsitektur 
SPBE 

3,50 
Indek

s 
3,00 85,71% 

IKSK
-9 

Tingkat 
Kematanga
n 
Penyeleng

1,66 
Indek

s 
1,15 69,28% 
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SASARAN 
KEGIATAN 

  
INDIKATOR 

KINERJA 
TARG

ET 
SATU

AN 
REALISA

SI  
CAPAI

AN  
CAPAI
AN SK 

NILAI 
KINERJ

A 
garaan 
Statistik 
Sektoral 

Kinerja Biro Hubungan Masyarakat 
Dan Sistem informasi Tahun 2023 
memperoleh capaian kinerja 
sebesar 98,99%. Perkembangan 

nilai kinerja Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
dari tahun 2021 sampai tahun 2023 
dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

Gambar 6 Tren Nilai Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 
2021-2023 

Pada tahun 2023, Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
berupaya untuk meningkatkan 
nilai kinerja yang pada tahun 2022 
mengalami penurunan dari tahun 
2021 khususnya dalam hal 
peningkatan pelayanan publik. 
Keterlibatan masyarakat dalam 
evaluasi pelayanan publik serta 

pelayanan yang telah 
terstandarisasi sesuai Surat 
Keputusan Sesjen MPR RI terkait 
standar pelayanan publik di 
lingkungan Sekretariat Jenderal 
MPR RI telah berhasil 
meningkatkan indeks pelayanan 
publik MPR RI di tahun 2023. 

 

SK-01  

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan 
Pelayanan Publik Setjen MPR RI  

Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi merupakan 
garda terdepan dalam 

penyebarluasan informasi terkait 
pelaksanaan tugas dan wewenang 
konstitusional MPR RI serta 
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berperan penting dalam 
membentuk citra MPR RI kepada 
masyarakat melalui program 
pengelolaan administrasi, 
publikasi, dan layanan informasi. 
Ruang lingkup pengelolaan 
administrasi, publikasi, dan 
layanan informasi dibagi ke dalam 
dua klasifikasi rencana output 
yaitu layanan kehumasan dan 
sistem informasi pemerintahan. 
Dalam hal layanan kehumasan, 
Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi memberikan  
layanan internal yaitu kepada MPR 
RI dan Alat kelengkapannya serta 
layanan eksternal yaitu kepada 
masyarakat melalui pelayanan 

publik MPR RI yang menyesuaikan 
dengan tugas serta wewenang 
MPR RI. Meningkatnya 
pelaksanaan kegiatan hubungan 
masyarakat dan pelayanan publik 
Setjen MPR RI menjadi sasaran 
kegiatan yang ditetapkan pada 
perjanjian kinerjadi Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi pada Tahun 2023 
dengan capaian kinerja sasaran 
kegiatan yaitu sebesar 102,89%. 
Tercapainya peningkatan 
pelaksanaan kegiatan hubungan 
masyarakat dan pelayanan publik 
Setjen MPR RI diukur berdasarkan 
5 (lima) indikator kinerja sasaran 
kegiatan sebagai berikut : 

IKSI-01 
Indeks Pelayanan Publik 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia merupakan 
lembaga negara yang 
berkewajiban memberikan 
pelayanan publik kepada setiap 
warga negara sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik. Sekretariat Jenderal MPR 
RI yang merupakan instansi 
pemerintah memberikan 
dukungan administrasi dan 
keahlian terhadap kelancaran 
pelaksanaan wewenang dan tugas 

MPR RI termasuk pengelolaan 
pelayanan publik. Pemenuhan hak 
publik dikelola  oleh unit kerja 
yang bertugas di bidang 
pelayanan publik yaitu Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi. Nilai indeks pelayanan 
publik menjadi indikator kinerja 
sasaran kegiatan yang ditetapkan 
oleh Penanggung Jawab Indeks 
Kerja Utama Kepala Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi dengan sasaran 
kegiatan dan pencapaian sebagai 
berikut :
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Tabel 4 Capaian IKSK-1 

Saran Kegiatan 
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 

dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Target Realisasi Capaian 

Indeks Pelayanan Publik 3,51 4,15 118,23% 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 
Tentang Hasil Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik Di Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah 
Dan BUMN Tahun 2023, nilai 
Indeks Pelayanan Publik (IPP) 
Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu 
sebesar 4,15 dengan capaian 
kinerja 118,23%. Nilai tersebut 
merupakan rerata dari 2 (dua) jenis 
layanan yaitu layanan administrasi 
yang dikelola oleh Biro SDM, 
Organisasi, Dan Hukum dengan 
indeks sebesar 4,03 dan layanan 
jasa dengan indeks sebesar 4,27 
dikelola yang oleh Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi. 
Penilaian indeks pelayanan publik 
yang dikelola oleh Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
dilakukan terhadap 2 lokus yang 
memberikan pelayanan di bidang 
jasa kepada masyarakat yaitu 
layanan informasi dan data serta 
layanan penerimaan delegasi 

masyarakat. Layanan data dan 
informasi merupakan layanan 
yang menyediakan, memberikan 
dan/ atau menerbitkan informasi 
publik yang berada di bawah 
kewenangannya kepada 
pemohon informasi, selain 
informasi yang dikecualikan, 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan yang ditetapkan 
MPR RI. Pada tahun 2023, jumlah 
permohonan informasi yang 
teregistrasi pada layanan data dan 
informasi yaitu sebanyak 28 
permohonan dan tidak terdapat 
informasi yang ditolak/tidak 
dikabulkan. Pemohon informasi 
didominasi oleh 
pelajar/mahasiswa yang ingin 
mengetahui informasi tata cara 
pengajuan magang dan 
perwakilan instansi pendidikan 
yang ingin mengetahui prosedur 
penerimaan delegasi masyarakat. 
Permohonan Informasi lainnya 
berkaitan dengan risalah dan 
peraturan perundang-undangan 
diajukan oleh mahasiswa dan 
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karyawan untuk tujuan data 
dukung penelitian atau pekerjaan.  

Layanan penerimaan delegasi 
masyarakat merupakan layanan 
edukasi kepada masyarakat dalam 
bentuk penerimaan kunjungan di 
komplek parlemen 
(MPR/DPR/DPD RI) yang meliputi 
kegiatan presentasi/pemaparan 

kelembagaan secara langsung 
melalui tatap muka dengan 
narasumber dari MPR RI dan 
tinjauan lapangan di area komplek 
parlemen. Jumlah penerimaan 
kunjungan masyarakat yang 
dilayani oleh Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
pada tahun 2023 yaitu sebanyak 71 
kali.

 

Gambar 7 Grafik Indeks Pelayanan Publik MPR RI Tahun 2022-2023 

Indikator kinerja indeks pelayanan 
publik memperoleh peningkatan 
nilai indeks sebesar 0.64 dari tahun 
sebelumnya yaitu dari 3,51 menjadi 
4,15. Jika disandingkan dengan 
target Rencana Strategis Deputi 

Bidang Administrasi Setjen MPR 
RI Tahun 2020-2024 atau target 
jangka menengah, realisasi indeks 
pelayanan publik tahun 2023 
sudah melampaui target atau 
sudah terpenuhi sebesar 129.69%.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi IKSK-1 Dengan Target Jangka Menengah 
Renstra Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 2024 3,2 
Renstra Deputi Bidang 
Administrasi 

Realisasi 4,15 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 129.69% (Realisasi/Target)*100% 
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Tidak hanya berhasil memenuhi 
target jangka menengah pada 
Renstra Deputi Bidang 
Administrasi, nilai indeks 

pelayanan publik MPR RI pada 
tahun 2023 juga melebihi nilai 
rata-rata nasional yang dapat 
dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 6 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Setjen MPR RI Dengan Indeks 
Pelayanan Publik Rata-Rata Nasional 

Uraian 
Nilai Sumber Data 

Nilai Rata-Rata Nasional 
3.88 Mitra K/L Pengampu Nilai 

(misal nilai RB Nasional, sumber 
data Kementerian PANRB) 

Realisasi 
4.15 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 
154.92 (Realisasi/Target)*100% 

Nilai indeks pelayanan publik 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
sebesar 4,15 juga telah melebihi 
nilai Indeks Pelayanan Publik di 
tingkat nasional yaitu sebesar 3.88 
dengan capaian kinerja sebesar 
154.9%. Keberhasilan Setjen MPR 
RI dalam meningkatkan nilai 
indeks pelayanan publik dari 
tahun sebelumnya merupakan 
hasil dari pemenuhan 6 indikator 
penilaian penyelenggaraan 
layanan yang menyesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna 
layanan. Upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
untuk meningkatkan nilai indeks 
pelayanan publik berdasarkan 6 
indikator penilaian tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1) Kebijakan Pelayanan 

Komponen penting dalam 
kebijakan pelayanan publik 
yaitu tersedianya standar 
pelayanan, keterlibatan 
masyarakat dalam proses 
penyusunan standar 
pelayanan, publikasi layanan, 
dan dilaksanakannya survei 
kepuasan masyarakat. Pada 
tahun 2023, kedua lokus 
layanan publik MPR RI telah 
terstandarisasi dalam 
Peraturan Sekretaris Jenderal 
MPR RI Nomor 103 Tahun 2023 
Tentang Standar Pelayanan Di 
Lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 

Pada standar pelayanan 
tersebut telah ditetapkan 14 
komponen penyelenggaraan 
layanan sebagai berikut:
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Penyusunan dan perubahan 
standar pelayanan pada 2 (dua) 
lokus layanan publik di bidang 
jasa telah melibatkan 
stakeholder yang terdiri dari 
pengguna layanan dan 
narasumber pakar melalui 
kegiatan Forum Konsultasi 
Publik (FKP) sebagai wadah 
bagi unit kerja pelaksana 
layanan untuk menerima saran 

dan masukan yang dapat 
meningkatkan kualitas 
layanan. Forum konsultasi 
publik dilaksanakan secara 
tatap muka oleh unit kerja 
pelaksana layanan yaitu 
Bagian Pemberitaan dan 
Hubungan Antarlembaga 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
dalam rangka sosialisasi dan 
evaluasi layanan publik MPR RI.

Gambar 9 Forum Konsultasi Publik MPRI bekerja sama dengan IAIN SYEKH Nurjati 
Cirebon 

14 Komponen Standar Pelayanan 

1. Persyaratan layanan 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur 

3. Jangka waktu pelayanan 

4. Biaya/tarif 

5. Produk pelayanan 

6. Penanganan aduan, saran, dan masukan 

7. Dasar hukum 

8. Sarana dan prasarana 

9. Kompetensi pelaksana 

10. Pengawasan internal 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

14. Evaluasi kinerja pelaksana 

Gambar 8 Komponen Standar Pelayanan 
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Pada tahun 2023 telah 
dilakukan sebanyak 5 (lima) 
kali FKP bekerjasama dengan 
perguruan tinggi yang 
merupakan entitas dari 
pengguna layanan publik MPR 
RI. Publikasi layanan publik 
MPR RI di era arus informasi 
yang cepat dan masif juga 
telah dilakukan melalui media 
informasi resmi MPR RI seperti 
website dan media sosial 
(username : @mprgoid) 
sebagai bentuk keterbukaan 
informasi publik MPR RI 
kepada masyarakat. Sebagai 
tolak ukur kinerja layanan 
setiap tahunnya dilakukan 
survei kepuasan masyarakat 
(SKM) sebagai bahan evaluasi 
penyelenggaraan layanan 
kedepannya. Nilai SKM pada 
lokus layanan informasi dan 
data yaitu sebesar 81,35 dan 
nilai SKM pada layanan 
penerimaan delegasi 
masyarakat yaitu sebesar 
88,96. 

2) Profesionalistas SDM 

Peningkatan profesionalitas 
SDM dilakukan dengan 
memberikan pelatihan di 
bidang kehumasan kepada 
petugas layanan dalam bentuk 
Diklat Strategi Komunikasi 
Publik pada bulan Juni 2023 
untuk meningkatkan 
kompetensi komunikasi publik 
petugas layanan dalam 
penyelenggaraan layanan. 

Selain itu, petugas layanan 
harus memegang teguh kode 
etik yang telah ditetapkan 
melalui Surat Keputusan 
Sesjen MPR RI Nomor 1 Tahun 
2017 Tentang Kode Etik 
Aparatur Sipil Negara 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Pemberian motivasi kerja 
berupa reward dan sanksi 
berupa punishment juga telah 
diatur melalui petunjuk teknis 
reward and punishment untuk 
menjaga kualitas 
profesionalitas petugas 
layanan agar dapat 
memberikan pelayanan prima 
secara konsisten sesuai 
dengan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan. Reward 
yang diberikan bagi pegawai di 
lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI diberikan 
dalam bentuk publikasi 
melalui media informasi yang 
ada di Sekretariat Jenderal 
MPR RI, piagam penghargaan, 
dan prioritas dalam 
pengembangan profesi dan 
kedinasan lain. Hukuman 
disiplin sebagai bentuk 
punishment juga diterapkan 
dalam tiga tingkat hukuman 
disiplin  yaitu hukuman disiplin 
ringan, hukuman disiplin 
sedang, dan hukuman disiplin 
berat.  

3) Sarana dan Prasarana 

Dua lokus layanan MPR RI 
telah memiliki sarana dan 
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prasarana yang cukup 
memadai seperti fasilitas 
parkir, fasilitas ruang tunggu, 
fasilitas kelompok rentan, 
fasilitas front office serta 
sarana dan prasarana 
penunjang seperti fotokopi, 
kantin, area merokok, jalur 
evakuasi, ruang ibadah dan 
CCTV. Ketersediaan fasilitas-
fasilitas tersebut merupakan 
komponen pendukung untuk 
memberikan kenyamanan 
bagi pengguna layanan yang 
berkunjung langsung ke MPR 
RI. 

4) Konsultasi dan Pengaduan 

Konsultasi dan pengaduan 
dilakukan melalui saluran 
komunikasi resmi MPR RI baik 
secara luring maupun daring. 
Layanan konsultasi dan 
pengaduan MPR RI secara 
luring dapat diperoleh dengan 
berkunjung langsung ke Pusat 
Layanan Informasi MPR RI di 
Gedung Nusantara V 
MPR/DPR RI, Jalan Jenderal 
Gatot Subroto Nomor 6, 
Jakarta sedangkan secara 
daring dapat diakses melalui 
website resmi Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) MPR RI 
(www.ppid.mpr.go.id) atau 
melalui surat elektronik ke 
Alamat 
ppidmpr@setjen.mpr.go.id. 
Konsultasi dan pengaduan 
terbuka bagi seluruh 

masyarakat pengguna layanan 
publik MPR RI.  

5) Sistem Informasi Pelayanan 
Publik 

Eskalasi penggunaan 
teknologi digital pada sistem 
informasi pelayanan publik 
MPR RI yaitu pada website 
(mpr.go.id) dan media sosial 
menjadi fokus utama saluran 
komunikasi publik MPR RI 
pada tahun 2023. Kemudahan 
fitur-fitur seperti tata letak, 
kejelasan menu, kemudahan 
penggunaan menu menjadi 
pertimbangan dalam 
pengembangan website MPR 
RI. Pemanfaatan media sosial 
juga dilakukan untuk 
melakukan publikasi layanan 
informasi publik MPR RI 
khususnya instagram dan 
youtube untuk memudahkan 
masyarakat mengetahui 
informasi seputar layanan 
secara cepat dan efisien.  

6) Inovasi  

Inovasi layanan publik MPR RI 
yaitu pelayanan permohonan 
informasi melalui platform 
whatsapp dan pengembangan 
konten-konten media sosial 
yang informatif dan relevan 
bagi masyarakat serta sesuai 
dengan wewenang dan tugas 
MPR RI. Pada tahun 2023 telah 
tersedia whatsapp PPID MPR 
RI yang dapat diakses di 
halaman ppid.mpr.go.id 
sebagai saluran permohonan 

mailto:ppidmpr@setjen.mpr.go.id
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informasi. pengembangan 
Konten media sosial MPR RI 
juga dilakukan yang 
sebelumnya masih monoton 
dimana informasi yang 
disampaikan hanya berfokus 
pada seputar berita foto 

Pimpinan MPR RI kini 
penyajian informasi 
kelembagaan MPR RI dibuat 
menjadi lebih menarik dengan 
penambahan jenis konten 
yang ditampilkan.

 

IKSK-02 
Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan 
Kehumasan 

Ruang lingkup layanan 
kehumasan pada Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
meliputi layanan peliputan dan 
publikasi, pendokumentasian 
media visual, pengelolaan sistem 
informasi, dan pelayanan 
perpustakaan. Pengukuran 
tingkat kepuasan MPR RI dan Alat 
Kelengkapan terhadap layanan 
kehumasan menjadi parameter 

kinerja Biro Hubungan Masyarakat 
Dan Sistem Informasi untuk 
mengetahui persepsi pengguna 
layanan kehumasan terhadap 
kinerja layanan yang diberikan.  

Nilai tingkat kepuasan  MPR RI dan 
Alat Kelengkapan terhadap 
layanan kehumasan pada tahun 
2023 sebagai berikut: 

Tabel 7 Capaian  IKSK-2 

Sasaran Kegiatan 
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan 

Pelayanan Publik Setjen MPR RI 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Target Realisasi Capaian 

Tingkat Kepuasan MPR RI dan 
Alat Kelengkapan terhadap 

Layanan Kehumasan 

3,40 3,33 97,94% 

Nilai tingkat kepuasan MPR RI dan 
Alat Kelengkapan terhadap 
layanan kehumasan mengalami 
peningkatan dari tahun 2022 dari  

3,30 menjadi sebesar 3,33 dengan 
capaian kinerja sebesar 97,94% 
dari target sebesar 3,40. Apabila 
disandingkan dengan target 
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Rencana Strategis Deputi Bidang 
Administrasi Setjen MPR RI Tahun 
2020-2024 atau target jangka 
menengah, capaian realisasi 
Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat 

Kelengkapan terhadap Layanan 
Kehumasan tahun 2023 yaitu 
sebesar 92.50% atau belum 
mencapai target.

 

Tabel 8 Perbandingan Realisasi IKSK-2 Dengan Target Jangka Menengah Renstra 
Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI 

Uraian 
Nilai Sumber Data 

Target 2024 
3,6 Renstra Deputi Bidang 

Administrasi 

Realisasi 
3,33 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 
92.50% (Realisasi/Target)*100% 

 

Nilai tingkat kepuasan MPR RI dan 
Alat Kelengkapan terhadap 
layanan kehumasan didapatkan 
berdasarkan perhitungan nilai 
interval IKM dengan mengukur 
kepuasan pelayanan 
menggunakan metode 
perhitungan skala likert yang 
disesuaikan kedalam 8 (delapan) 
unsur penilaian sebagai berikut;  

1. Persyaratan (U1), berkaitan 
dengan persyaratan 
pemberian layanan yang 
diberikan.  

2. Prosedur (U2), berkaitan 
dengan kemudahan prosedur 
pelayanan keuangan yang 
diselenggarakan  

3. Waktu pelayanan (U3), 
berkaitan dengan jangka 

waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan.  

4. Produk spesifikasi jenis 
pelayanan (U4), berkaitan 
dengan hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.  

5. Sarana dan Prasarana (U5), 
berkaitan dengan sarana dan 
prasarana yang disediakan 
dalam menunjang pelayanan  

6. Kompetensi pelaksana (U6), 
berkaitan dengan 
kemampuan yang harus 
dimiliki oleh pelaksana layanan 
meliputi pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman.  



30 
 

7. Perilaku Pelaksana (U7), 
berkaitan dengan sikap 
petugas dalam memberikan 
pelayanan.  

8. Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan (U8), 
berkaitan dengan tata cara 
pelaksanaan penanganan 
pengaduan dan tindak lanjut. 

Survei dilakukan secara luring dan 
daring kepada Anggota Fraksi dan 
Kelompok DPD, Alat Kelengkapan 
MPR RI yang terdiri dari Pimpinan 

MPR RI, Badan Pengkajian, Badan 
Sosialisasi, Badan Penganggaran, 
dan unsur pendukung MPR yaitu 
Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) 
pada bulan Desember 2023. Tidak 
terdapat biaya/tarif yang 
dikenakan kepada pengguna 
layanan dalam mengurus 
dan/atau  memperoleh pelayanan. 

Hasil indeks kepuasan Pimpinan 
MPR RI dan  Alat Kelengkapannya 
terdapat pada tabel berikut :

 

Tabel 9 Indeks Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan Tahun 2023 

Pengguna Layanan 

Unsur yang dinilai 
Nilai 

Indeks 
pengg

una 
layana

n 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

PIMPINAN MPR 3,40   3,40  3,30 3,30    3,50  3,50  3,50  3,40  3,41 
BANSOS 3,24  3,24  3,28 3,28    3,24   3,24  3,24  3,24  3,25 

K3 3,49  3,49  3,54 3,54  3,54  3,54  3,54  3,56  3,53 
BANKAJI 3,08  3,08  3,17 3,17  3,25  3,25  3,25  3,17  3,18 

BANGGAR 3,27  3,27  3,33 3,33  3,40  3,40  3,40  3,40  3,35  
FRAKSI/KELOMPOK 

DPD 
 3,24  3,24  3,25 3,25  3,30  3,30  3,30  3,27  3,27 

Jumlah Nilai per 
Unsur 

19,71  19,71  19,87 19,87  20,23  
 
20,23  

20,23  20,04  

 
Nilai Rata-Rata per 

Unsur 
 3,29  3,29  3,31 3,31  3,37  3,37  3,37    3,34  

Nilai Rata-Rata 
Tertimbang per 

Unsur 
 0,41  0,41  0,41 0,41  0,42  0,42  0,42   0,42  

INDEKS KEPUASAN 3,33 
MUTU PELAYANAN B  

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 BAIK   
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Berdasarkan hasil pengukuran 
survei, total nilai indeks tingkat 
kepuasan layanan kehumasan 
yaitu sebesar 3,33.  Tingkat 
kepuasan layanan tertinggi 

diberikan oleh Pimpinan MPR RI 
dengan nilai indeks sebesar 3,41 
sedangkan tingkat kepuasan 
layanan terendah diberikan oleh 
Badan Pengkajian dengan nilai 
indeks sebesar 3,18.

 

Gambar 10 Tren Tingkat Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan 
Kehumasan Tahun 2021-2023 

Belum maksimalnya tingkat 
kepuasan yang diberikan oleh 
Anggota Fraksi dan Kelompok 
DPD dan Alat Kelengkapan MPR 
RI terhadap layanan kehumasan 

MPR RI disebabkan keterbatasan 
anggaran layanan kehumasan 
sehingga fokus pemberian 
layanan pada saat ini yaitu 
Pimpinan MPR RI khususnya pada 
layanan peliputan dan publikasi.

  

IKSK-03 
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi merupakan unit 
kerja yang memberikan layanan 
publik kepada masyarakat dalam 
bentuk layanan informasi dan 
data, layanan penerimaan delegasi 

masyarakat dan layanan 
perpustakaan. Parameter yang 
digunakan untuk mengukur 
kinerja pelayanan publik MPR RI 
oleh pengguna layanan yaitu 
indeks kepuasan masyarakat. 
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Indeks kepuasan masyarakat 
diukur berdasarkan 9 unsur 
penyelenggaraan yaitu 
persyaratan, prosedur waktu 
pelayanan, produk spesifikasi jenis 
pelayanan, sarana dan prasarana, 
kompetensi pelaksana, perilaku 
pelaksana, penanganan 
pengaduan, saran dan masukan, 
serta unsur biaya/tarif. Penilaian 
unsur biaya/tarif dilakukan untuk 
mengetahui persepsi pengguna 
layanan terhadap kesesuaian biaya 

“Gratis” yang dipublikasikan 
kepada pengguna layanan 
dengan kondisi aktual yang 
diterima oleh pengguna layanan. 

Target indeks kepuasan 
masyarakat yang telah ditetapkan 
dalam perjanjian kinerja Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi pada tahun 2023 yaitu 
sebesar 90,00 dengan capaian 
kinerja sebagai berikut:

  

Tabel 10 Capaian IKSK-3 

Sasaran Kegiatan 
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 

dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Target Realisasi Capaian 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

90,00 83,86 93,18% 

 

Capaian kinerja Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
berdasarkan indikator kinerja 
indeks kepuasan masyarakat yaitu 
sebesar 93,18% dengan nilai indeks 
sebesar 83,86. Perbandingan 
realisasi dengan target Rencana 
Strategis Deputi Bidang 
Administrasi Setjen MPR RI Tahun 
2020-2024 atau target jangka 
menengah pada indikator ini tidak 
bisa disandingkan, karena target 

untuk indikator ini tidak tertuang 
pada dokumen Rencana Strategis 
Deputi Bidang Administrasi Tahun 
2020-2024.   

Secara rinci hasil pengukuran IKM 
Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi diperoleh dari 
rerata nilai IKM dari 3 (tiga) layanan 
eksternal kepada masyarakat 
dengan rincian nilai per unsur 
pada masing-masing layanan 
sebagai berikut:
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Tabel 11 Hasil IKM per Unsur Layanan Eksternal Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi Tahun 2023 

Pengguna 
Layanan 

Unsur yang dinilai Nilai 
Indeks 

pengguna 
layanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Layanan 
Informasi Dan 

Data 
3,22 3,20 3,17 4,00 3,17 3,17 3,15 3,15 3,20 81,71 

Layanan 
Penerimaan 

Delegasi 
Masyarakat 

3,40 3,32 3,43 4,00 3,51 3,70 3.57 3,45 3,68 88,96 

Layanan 
Perpustakaan 

3,23 3,28 3,27 3,11 3,19 3,27 3,42 3,17 3,18 80,92 

Jumlah Nilai 
per Unsur 

9,85 9,8 9,87 11,11 9,87 10,14 6,57 9,77 10,06 

 

Nilai Rata-
Rata per Unsur 

3,28 3,27 3,29 3,70 3,29 3,38 3,29 3,26 3,35 

Nilai Rata-
Rata 

Tertimbang 
per Unsur 

0,36 0,36 0,37 0,41 0,37 0,38 0,37 0,36 0,37 

INDEKS 
KEPUASAN 

83,86 

MUTU 
PELAYANAN 

B  

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 BAIK   

Hasil pengukuran indeks tertinggi 
diperoleh layanan penerimaan 
delegasi masyarakat dengan 
indeks sebesar 88,96 sedangkan 
indeks terendah diperoleh layanan 
perpustakaan dengan indeks 
sebesar 89,91. Perolehan nilai 
tertinggi pada  layanan 
penerimaan delegasi masyarakat 
selaras dengan upaya-upaya 
peningkatan kualitas layanan 

seperti penetapan standar 
pelayanan, petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan, sarana dan 
prasarana serta evaluasi layanan 
yang melibatkan pengguna 
layanan dalam forum komunikasi 
publik. Pada layanan informasi dan 
data unsur layanan yang 
memperoleh nilai terendah yaitu 
produk layanan khususnya pada 
website PPID MPR RI. Diperlukan 
peningkatan jenis dan kualitas 



34 
 

informasi pada seluruh media 
saluran informasi MPR RI baik 
melalui website ppid.go.id 
maupun media sosial MPR RI yang 
relevan bagi masyarakat serta 
sesuai dengan standar pelayanan 
informasi yang telah ditetapkan 
Komisi Informasi Pusat. Layanan 
perpustakaan MPR RI yang masuk 
dalam kategori perpustakaan 
khusus yaitu perpustakaan yang 
dibentuk oleh lembaga 
pemerintah yang menangani atau 
mempunyai misi bidang tertentu 
dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan materi 

perpustakaan/informasi di 
lingkungannya dalam rangka 
mendukung pencapaian misi 
instansi induknya. Layanan 
perpustakaan masih belum 
mendapatkan nilai optimal sebab 
layanan perpustakaan MPR RI 
masih dalam tahap proses 
penataan untuk memperoleh 
akreditasi perpustakaan dan 
pengembangan dari berbagai 
unsur baik dari sisi sarana dan 
prasarana, kompetensi petugas 
layanan, dan peningkatan jumlah 
judul koleksi buku.

 

IKSK-04 
Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi 

Pengukuran tingkat pemenuhan 
layanan internal Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
didasarkan pada perbandingan 
jumlah permintaan layanan yang 
masuk dengan jumlah layanan 
yang dipenuhi oleh unit kerja 
pelaksana. Pengukuran ini 
bertujuan untuk mengetahui 
kinerja Biro Hubungan Masyarakat 
Dan Sistem Informasi berdasarkan 
kemampuan unit pelaksana 
dalam memenuhi permintaan 

layanan yang masuk. Target yang 
telah ditetapkan untuk 
pemenuhan layanan internal Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi pada tahun 2023 yaitu 
sebesar 95%. 

Adapun hasil capaian yang 
diperoleh terhadap target tingkat 
pemenuhan layanan internal Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 12 Capaian IKSK-4 

Sasaran Kegiatan 
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 

dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Target Realisasi Capaian 

Tingkat Pemenuhan 
Layanan Internal Biro 

Hubungan Masyarakat dan 
Sistem Informasi 

95,00% 100% 105,26% 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat 
pemenuhan layanan internal Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi yaitu sebesar 100% 
dengan capaian kinerja sebesar 
105,26%. Jika disandingkan 
dengan target Rencana Strategis 
Deputi Bidang Administrasi Setjen 

MPR RITahun 2020-2024 atau 
target jangka menengah, realisasi 
Tingkat Pemenuhan Layanan 
Internal Biro Hubungan 
Masyarakat dan Sistem Informasi 
tahun 2023 sudah melampaui 
target atau sudah terpenuhi 
sebesar 111.11%. 

 

Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKSK-4 Dengan Target Jangka Menengah Renstra 
Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 2024 90% 
Renstra Deputi Bidang 
Administrasi 

Realisasi 100% Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 111.11% (Realisasi/Target)*100% 

 

Ruang lingkup layanan Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi meliputi layanan 
pemeliharaan jaringan, layanan 

peliputan dan publikasi, layanan 
penerimaan delegasi masyarakat, 
layanan media dan audio visual, 
layanan penyediaan bahan 
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pustaka serta layanan kunjungan 
perpustakaan. Rincian 
pelaksanaan layanan adalah 
sebagai berikut: 

1. Layanan pemeliharaan 
jaringan 

Layanan pemeliharaan 
jaringan dikelola oleh unit kerja 
Bagian Sistem Informasi Dan 
data. Pada layanan 
pemeliharaan jaringan, data 
yang diukur didasarkan pada 
report  perbaikan jaringan dan 
internet yang meliputi 
perbaikan koneksi 
internet/LAN,  instalasi, aplikasi 
penunjang kinerja, email, 
printer, virus/antivirus, 
penyingkat  tautan, dan 
perbaikan hal lain yang terkait. 
Tingkat pemenuhan layanan 
pemeliharaan jaringan yaitu 
sebesar 100% dengan jumlah 
pemenuhan layanan sebanyak 
529 kali. 

2. Layanan peliputan dan 
publikasi 

Layanan peliputan dan 
publikasi dikelola oleh Bagian 
Pemberitaan dan hubungan 
Antar Lembaga. Layanan ini 
bertujuan untuk  
mendokumentasikan 
informasi seputar program dan 
kegiatan MPR RI dan 
memberikan informasi kepada 
masyarakat seputar program 
dan kegiatan MPR RI. 
Peliputan kegiatan MPR RI 
dilaksanakan baik kegiatan di 
dalam kota maupun kegiatan 
di luar kota sesuai dengan 
permintaan nota dinas yang 
disampaikan oleh pengguna 
layanan. Tingkat pemenuhan 
layanan peliputan dan 
publikasi pada tahun 2023 
yaitu sebesar 100% dengan 
jumlah peliputan sebanyak 345 
kali.

 

Gambar 11 Layanan peliputan kegiatan MPR RI 
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3. Layanan penerimaan delegasi Masyarakat 
 

 

Gambar 12 Layanan penerimaan delegasi masyarakat 

Biro Hubungan Masyarakat 
Dan Sistem Informasi 
mengadakan kegiatan 
edukasi kepada masyarakat 
tentang kelembagaan MPR 
RI dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya 
pada penyelenggaraan 
negara melalui  penerimaan 
kunjungan delegasi 
instansi/pendidikan/ 
masyarakat.  Kegiatan ini 

dilaksanakan diarea 
komplek gedung MPR/DPR 
RI, yang meliputi kegiatan 
presentasi/pemaparan 
kelembagaan dan tinjauan 
lapangan komplek 
parlemen. Tingkat 
pemenuhan layanan 
peliputan dan publikasi 
pada tahun 2023 yaitu 
sebesar 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

4. Layanan media visual dan audio visual 

 

Gambar 13 Layanan media visual dan audio visual 

 
Layanan media visual dan 
audio dilaksanakan untuk 
mendokumentasikan 
kegiatan MPR RI sebagai 
arsip lembaga negara serta 
bahan untuk materi 
publikasi kegiatan MPR RI. 
Layanan media visual dan 
audiovisual dilaksanakan 

oleh fotografer dan 
videografer di unit kerja 
Bagian Media Visual Dan 
Audio Visual. Pada tahun 
2023 telah dilaksanakan 1.311 
kali layanan media visual 
dan audio visual dengan 
tingkat pemenuhan layanan 
sebesar 100%. 

 
 

5. Layanan penyediaan bahan pustaka 

Pada tahun 2023, jumlah 
koleksi buku pada 
Perpustakaan MPR RI yaitu 

sebanyak 19.003 judul buku 
yang terdiri dari 15.876 buku 
fisik dan 3.127 buku digital.  
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6. Layanan kunjungan perpustakaan 

 

Gambar 14 Layanan kunjungan perpustakaan 

Pada tahun 2003, Bagian 
Perpustakaan berkolaborasi 
dengan Bagian 
Pemberitaan Dan 
Hubungan Antar Lembaga 
melalui kegiatan 
penerimaan delegasi 
masyarakat untuk 
mengenalkan perpustakaan 

MPR RI kepada peserta 
delegasi yang berkunjung 
ke MPR RI. Peserta delegasi 
diberikan kesempatan 
untuk mengunjungi 
Perpustakaan MPR RI serta 
mendapat paparan dari 
Pustakawan seputar 
Perpustakaan MPR RI. 

 
7. Layanan peminjaman buku 

Jumlah judul buku yang 
dipinjam dari Perpustakaan 
MPR RI yaitu sebanyak 205 
judul buku pada tahun 2023. 
Perpustakaan MPR RI terus 
berupaya untuk 

meningkatkan koleksi buku 
dengan melakukan 
pengadaan buku baik digital 
maupun konvensional 
sehingga koleksi buku yang 
tersedia semakin beragam. 
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Rincian nilai tingkat pemenuhan 
layanan pada masing-masing unit 
kerja di Biro Hubungan 

Masyarakat Dan Sistem Informasi 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 14 Tingkat Pemenuhan Layanan per Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi Tahun 2023 

Kegiatan Permintaan Pemenuhan Satuan Capaian 

Tingkat Pemenuhan  
Layanan Internal Biro  
Hubungan 
Masyarakat  
dan Sistem Informasi 

   100% 

Bagian Sistem 
Informasi  
dan Data 

    

Layanan 
pemeliharaan  
jaringan 

529 529 kali 100% 

Bagian Pemberitaan 
dan  
Hubungan 
Antarlembaga 

    

Layanan peliputan 
dan  
publikasi 

345 345 kali 100% 

Layanan penerimaan  
delegasi masyarakat 

71 71 kali 100% 

Bagian Media Visual 
dan  
Audio Visual 

    

Layanan media dan 
audio visual 

1.311 1.311 kali 100% 

Bagian 
Perpustakaan 

    

Layanan penyediaan  
bahan pustaka 

19.003 19.003 
Judul 
buku 

100% 

Layanan kunjungan 
perpustakaan 

5.138 5.138 orang 100% 
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Kegiatan Permintaan Pemenuhan Satuan Capaian 

Layanan peminjaman 
buku 

205 205 
Judul 
buku 

100% 

Secara keseluruhan, masing-
masing unit kerja Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
dapat memenuhi permintaan 
layanan yang diajukan oleh 

pengguna layanan sehingga 
tingkat pemenuhan layanan 
internal Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi 
mencapai 100%.

 

IKSK 05 
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah 
diselesaikan 

Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!) adalah 
layanan penyampaian semua 
aspirasi dan pengaduan 
masyarakat Indonesia melalui 
beberapa kanal pengaduan yaitu 
website www.lapor.go.id, SMS 1708 
(Telkomsel, Indosat, Three), Twitter 
@lapor1708 serta aplikasi mobile 
(Android dan iOS). Lembaga 
pengelola SP4N-LAPOR! adalah 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kementerian PANRB) 
sebagai Pembina Pelayanan 
Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) 
sebagai Pengawas Program 
Prioritas Nasional dan 
Ombudsman Republik Indonesia 
sebagai Pengawas Pelayanan 

Publik. LAPOR! telah ditetapkan 
sebagai Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N) berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 76 
Tahun 2013 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 
Tahun 2015. Pengelolaan 
pengaduan masyarakat oleh 
lembaga negara memegang 
peranan penting untuk 
mewujudkan system good 
governance yang melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan negara. Target 
yang ditetapkan pada indikator 
kinerja sasaran kegiatan tingkat 
tindak lanjut pengaduan 
masyarakat (lapor) yang sudah 
diselesaikan yaitu 100% dengan 
capaian sebagai berikut: 
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Tabel 15 Capaian IKSK-5 

Sasaran Kegiatan 
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 

dan Pelayanan Publik Setjen MPR RI 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Target Realisasi Capaian 

Tingkat tindak lanjut 
pengaduan masyarakat 

(LAPOR) yang sudah 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

Perbandingan Tindak lanjut 
pengaduan masyarakat (LAPOR) 
yang teregistrasi pada akun SP4N-
Lapor! MPR RI terhadap 
pengaduan yang telah 
diselesaikan yaitu sebesar 100% 
sehingga capaian kinerja dengan 
indikator  tingkat tindak lanjut 
pengaduan masyarakat (LAPOR) 
yang sudah diselesaikan yaitu 
sebesar 100%. Jumlah aduan 
masyarakat yang telah teregistrasi 
pada tahun 2023 yaitu sebanyak  3 
aduan. Mayoritas dari aduan 
tersebut masuk dalam kategori 

“bukan wewenang” MPR RI sebab 
masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui ruang lingkup 
tugas dan wewenang MPR RI 
dalam penyelenggaraan negara.  
Perbandingan realisasi dengan 
target Rencana Strategis Deputi 
Bidang Administrasi Setjen MPR 
RI Tahun 2020-2024 atau target 
jangka menengah pada indikator 
ini tidak bisa disandingkan, karena 
target untuk indikator ini tidak 
tertuang pada dokumen Rencana 
Strategis Deputi Bidang 
Administrasi Setjen MPR RIBidang 
administrasi Tahun 2020-2024. 

SK-02  

Meningkatnya Indeks SPBE dan Kematangan Statistik Sektoral 

Dalam penyelenggaraan 
pemerintah berbasis kinerja yang 
berorientasi pada prinsip efektif, 
efisien, dan ekonomis diperlukan 
sikap adaptif terhadap perubahan 
yang dapat mendorong 
terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik. 
Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 
menuntut penyelenggara 
pemerintah untuk dapat 
beradaptasi memanfaatkan 
kemajuan sistem informasi agar 
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birokrasi dapat berjalan secara 
efektif dan efisien. Tata kelola dan 
manajemen sistem pemerintahan 
berbasis elektronik secara nasional 
diperlukan untuk meningkatkan 
keterpaduan dan efisiensi sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. 
Meningkatnya indeks SPBE dan 
kematangan statistik sektoral 
menjadi sasaran kegiatan yang 

ditetapkan dalam perjanjian 
kinerja Biro Hubungan Masyarakat 
dan Sistem Informasi pada tahun 
2023 dengan capaian yaitu sebesar 
95,06%. Capaian tersebut 
merupakan hasil pengukuran 
terhadap 4 (empat) indikator 
sasaran kegiatan dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

IKSK-6 
Indeks SPBE Setjen MPR RI 

Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) merupakan 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE. Untuk 
memastikan pelaksanaan SPBE di 
Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah selaras dengan prinsip 
terintegrasi dan terpadu, maka 
Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah diharapkan menerapkan 
unsur-unsur SPBE sesuai dengan 
kerangka kerja Tata Kelola SPBE 
dan Manajemen SPBE agar 
penerapan SPBE dapat berjalan 
efektif, efisien, dan 
berkesinambungan, serta dapat 
menghasilkan layanan SPBE yang 
berkualitas dan optimal. Untuk 
mengukur perkembangan 
penerapan SPBE di Indonesia, 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi bersama Tim Koordinasi 
SPBE Nasional melaksanakan 

Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 
Pada tahun 2023, telah 
dilaksanakan Pemantauan SPBE 
dengan menggunakan instrumen 
sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Menteri PANRB No. 
59/2020 tentang Pemantauan dan 
Evaluasi SPBE, serta Pedoman 
Menteri PANRB No. 6/2023 
tentang Tata Cara Pemantauan 
dan Evaluasi Evaluasi SPBE. 

Hasil pelaksanaan Pemantauan 
SPBE yang dilakukan pada tahun 
2023 sebagaimana terlampir 
dalam Laporan Hasil Pemantauan 
ini diharapkan dapat digunakan 
dalam menentukan tindak lanjut 
yang harus dilakukan dalam 
mendorong peningkatan 
penerapan SPBE secara 
menyeluruh pada Instansi Pusat 
dan Pemerintah Daerah di masa 
mendatang dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan 
pemerintah kepada masyarakat 
dan terwujudnya digitalisasi 
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pemerintah dalam kerangka 
reformasi birokrasi nasional.  

Dasar penyusunan SPBE dengan 
memperhatikan komparasi 
peraturan PermenPanRB Nomor 5 
Tahun 2018 dengan 
PermenPanRB Nomor 59 Tahun 
2020 
1. Kebijakan SPBE 

• Aspek 1 : Kebijakan Internal 
Tata Kelola SPBE 

2. Tata Kelola SPBE 
• Aspek 2 - Perencanaan 

Strategis SPBE 
• Aspek 3 - Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
• Aspek 4 - Penyelenggara 

SPBE 
3. Manajemen SPBE 

• Aspek 5 - Penerapan 
Manajemen SPBE 

• Aspek 6 - Audit TIK 
4. Layanan SPBE 

• Aspek 7 - Layanan 
Pemerintah Berbasis 
Elektronik 

• Aspek 8 - Layanan Publik 
Berbasis Elektronik 

Sehubungan dengan telah 
dilaksanakannya proses Evaluasi 
SPBE Tahun 2023, melalui 

serangkaian tahapan yang diawali 
Penilaian Mandiri oleh masing-
masing IPPD, kemudian 
dilanjutkan tahapan Penilaian 
Eksternal melalui Penilaian 
Dokumen, Penilaian Interviu, dan 
Penilaian Visitasi (IPPD tertentu), 
bahwa hasil akhir yang memuat 
nilai Indeks SPBE beserta 
predikatnya telah ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Menteri 
PANRB Nomor 13 Tahun 2024 
tentang Hasil Evaluasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah Tahun 2023.  

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE 
masing-masing IPPD yang 
memuat rincian Indeks Domain, 
Indeks Aspek, dan Nilai Tingkat 
Kematangan 47 indikator, serta 
Rekomendasi, selanjutnya dapat 
diakses melalui aplikasi 
Pemantauan dan evaluasi SPBE. 

Berdasarkan hasil Pemantauan 
dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian 
Akhir nilai Indeks SPBE Sekretariat 
Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 
2023 adalah 2,93 dengan predikat 
“Baik”. Nilai tersebut naik sebesar 
0,16 dari tahun sebelumnya.
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IKSK-7 
Tingkat Ketersediaan pelayanan publik dan administrasi berbasiskan 
teknologi informasi  

Ketersediaan pelayanan publik 
dan administrasi berbasiskan 
teknologi informasi merupakan 
bagian dari Domain Layanan 
SPBE. Domain Layanan SPBE 
adalah area penilaian pelaksanaan 
SPBE yang terdiri atas aspek 
Layanan Pemerintahan Berbasis 
Elektronik dan aspek layanan 
Publik Berbasis Elektronik. 
Domain Layanan SPBE mencakup 
pengembangan, implementasi, 
pengelolaan, dan peningkatan 
layanan publik yang berbasis 
elektronik. Nilai Indeks Domain 
Layanan SPBE memberikan 
gambaran tentang sejauh mana 
layanan-layanan publik yang 
berbasis elektronik telah 
diterapkan dengan baik dan 
memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat. Nilai 
yang lebih tinggi menunjukkan 
tingkat kualitas, aksesibilitas, 
efisiensi, keberhasilan 
implementasi, dan dampak yang 
lebih baik dalam konteks 
penyediaan layanan publik. 

Layanan Administrasi 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
terdiri dari: 
1. Layanan Perencanaan 
2. Layanan Penganggaran 
3. Layanan Keuangan 
4. Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa 
5. Layanan Kepegawaian 

6. Layanan Kearsipan Dinamis 
7. Layanan Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah 
8. Layanan Pengawasan Internal 

Pemerintah 
9. Layanan Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi 
10. Layanan Kinerja Pegawai 

Layanan Publik Berbasis 
Elektronik terdiri dari: 
1. Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik 
2. Layanan Data Terbuka 
3. Layanan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (JDIH) 

4. Layanan Publik Sektor 1 
5. Layanan Publik Sektor 2 
6. Layanan Publik Sektor 3 

Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
menyusun dan menetapkan 
Layanan Publik dan Administrasi 
SPBE yang telah memuat secara 
lengkap peraturan mengenai 
referensi dan domain Layanan 
SPBE melalui Peraturan Sekretaris 
Jenderal MPR RI Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI pada bab III 
bagian kesepuluh tentang 
Layanan SPBE Setjen MPR RI. 

Berdasarkan hasil Pemantauan 
dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian 
Akhir Domain Layanan SPBE 
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Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2023 

adalah 3,62 dengan perolehan 
persentase 72,40%.

  

IKSK-8 
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 

Arsitektur SPBE adalah kerangka 
dasar yang mendeskripsikan 
integrasi proses bisnis, data dan 
informasi, infrastruktur SPBE, 
aplikasi SPBE, dan keamanan 
SPBE untuk menghasilkan 
layanan SPBE yang terintegrasi. 

Kebijakan internal Arsitektur SPBE 
merupakan pengaturan 
mengenai Arsitektur SPBE di 
Instansi Pusat dan Pemerintah 
Daerah yang bertujuan untuk 
memberikan panduan dalam 
pelaksanaan integrasi Proses 
Bisnis, Data dan Informasi, 
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, 
dan Keamanan SPBE untuk 
menghasilkan Layanan SPBE yang 
terpadu. 

Referensi Arsitektur dan Domain 
Arsitektur SPBE terdiri dari: 

1. Domain Arsitektur Proses 
Bisnis; 

2. Domain Arsitektur Data dan 
Informasi; 

3. Domain Arsitektur Layanan; 

4. Domain Arsitektur Aplikasi; 
5. Domain Arsitektur 

Infrastruktur SPBE; dan, 
6. Domain Arsitektur Keamanan 

SPBE.  

Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
menyusun dan menetapkan 
kebijakan internal Arsitektur SPBE 
yang telah memuat secara 
lengkap peraturan mengenai 
referensi dan domain Kebijakan 
SPBE melalui Peraturan Sekretaris 
Jenderal MPR RI Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI pada bab III 
bagian kedua tentang Arsitektur 
SPBE Setjen MPR RI. 

Berdasarkan hasil Pemantauan 
dan Evaluasi SPBE, Hasil Penilaian 
Akhir Domain Kebijakan SPBE 
Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2023 
adalah 3,00. 
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IKSK-9 
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Statistik memiliki arti penting 
dalam penyusunan kebijakan 
pembangunan nasional. Kegiatan 
statistik dituntut untuk 
menghasilkan statistik yang 
berkualitas, cepat, dan beragam 
sesuai kebutuhan pengguna. Oleh 
karena itu, diperlukan 
pelaksanaan Evaluasi 
Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral (EPSS) untuk mengukur 
tingkat kematangan 
penyelenggaraan statistik pada 
instansi pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
1997 tentang Statistik mengatur 
bahwa kegiatan statistik bertujuan 
untuk menyediakan data statistik 
yang lengkap, akurat, dan 
mutakhir dalam rangka 
mewujudkan Sistem Statistik 
Nasional yang andal, efektif, dan 
efisien. Sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan statistik 
sektoral, Badan Pusat Statistik 
sebagai pembina data statistik 
telah melaksanakan Evaluasi 
Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral Tahun 2023 di Sekretariat 
Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia dengan 
berpedoman pada Peraturan 
Badan Pusat Statistik Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Evaluasi 
Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral (EPSS). 

EPSS adalah suatu proses 
penilaian yang dilakukan Badan 
Pusat Statistik (BPS) secara 
sistematis melalui verifikasi dan 
validasi informasi terhadap hasil 
penilaian mandiri untuk 
mengukur tingkat kematangan 
penyelenggaraan statistik 
sektoral. Secara detail, 
penyelenggaraan EPSS bertujuan 
untuk: 

a. mengukur capaian kemajuan 
penyelenggaraan statistik 
sektoral pada instansi pusat 
dan pemerintahan daerah; 

b. meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan statistik 
sektoral pada instansi pusat 
dan pemerintahan daerah; dan 

c. meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di bidang 
statistik pada instansi pusat 
dan pemerintahan daerah. 

Keluaran EPSS adalah Indeks 
Pembangunan Statistik (IPS), yaitu 
suatu indikator yang 
menggambarkan tingkat 
kematangan penyelenggaraan 
statistik sektoral di masing-
masing instansi pemerintah 
penyelenggara kegiatan statistik 
sektoral. Indeks ini, selain disajikan 
secara umum, juga disajikan 
menurut domain dan aspek. IPS 
merupakan salah satu indikator 
penilaian Reformasi Birokrasi (RB) 
General untuk seluruh instansi 
pemerintah. Disamping itu, IPS 
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juga dapat menjadi ukuran dalam 
pencapaian pelaksanaan Satu 
Data Indonesia dan 
penyelenggaraan urusan statistik 
di tingkat pemerintahan daerah. 

Berdasarkan hasil EPSS, nilai 
Indeks Pembangunan Statistik 
(IPS) Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2023 
adalah 1,15 dengan predikat 
“Kurang”.

 

Tabel 16 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain 

Domain Bobot 
Nilai 

Harapan 
Nilai 

Nasional 
Nilai Hasil 
Penilaian 

     
Domain Prinsip SDI 28% 2,60 1,81 1,00 
Domain Kualitas Data 24% 2,60 1,70 1,25 
Domain Proses Bisnis 
Statistik 

19% 2,60 1,82 1,32 

Domain Kelembagaan 17% 2,60 1,85 1,18 
Domain Statistik Nasional 12% 2,60 1,74 1,00 
Indeks Pembangunan 
Statistik 

100% 2,60 1,78 1,15 
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Tabel 17 Nilai Indeks Aspek 

Domain/Aspek Bobot Nilai Indeks 
   
Domain Prinsip SDI 
Standar Data Statistik  25% 1,00 
Metadata Statistik 25% 1,00 
Interoperabilitas Data 25% 1,00 
Kode Referensi dan/atau Data Induk 25% 1,00 
Domain Kualitas Data 
Relevansi 21% 1,00 
Akurasi 16% 1,00 
Aktualitas & Ketepatan Waktu  21% 1,50 
Aksesibilitas 21% 1,67 
Keterbandingan & Konsistensi  21% 1,00 
Domain Proses Bisnis Statistik 
Perencanaan Data  32% 1,66 
Pengumpulan Data 26% 1,00 
Pemeriksaan Data 21% 1,50 
Penyebarluasan Data 21% 1,00 
Domain Kelembagaan 
Profesionalitas  35% 1,25 
SDM yang Memadai dan Kapabel  30% 1,00 
Pengorganisasian Statistik  35% 1,25 
Domain Statistik Nasional 
Pemanfaatan Data Statistik  34% 1,00 
Pengelolaan Kegiatan Statistik  33% 1,00 
Penguatan SSN Berkelanjutan  33% 1,00 

Berikut keunggulan, kekurangan, 
dan rekomendasi Nilai Indeks 
Pembangunan Statistik (IPS) 
Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2023 

1) Domain Prinsip SDI 

Keunggulan 

• Secara umum Penerapan 
Prinsip Satu Data Indonesia 
di Sekretariat Jenderal 

Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
(MPR RI) tidak memiliki 
keunggulan karena seluruh 
aspek belum mencapai 
predikat baik dan tidak ada 
indikator yang mencapai 
tingkat kematangan 
terkelola. 

Kekurangan 

• Penerapan Aspek Standar 
Data Statistik di Sekretariat 
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Jenderal MPR RI belum 
merujuk pada satu standar 
yang sama yang ditetapkan 
oleh BPS sebagai pembina 
data statistik, baik yang 
sudah ditetapkan melalui 
regulasi Standar Data 
Statistik Nasional (SDSN) 
maupun yang sudah 
tersedia di indah.bps.go.id. 

• Penerapan Aspek 
Metadata Statistik belum 
dilakukan oleh produsen 
data pada Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Produsen 
data belum membuat 
metadata statistik sesuai 
struktur dan format baku 
yang ditetapkan BPS 
melalui Peraturan Badan 
Pusat Statistik Nomor 5 
Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Metadata 
Statistik. 

• Penerapan Aspek 
Interoperabilitas Data pada 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
belum dilakukan oleh 
produsen data, 
berdasarkan bukti dukung 
berupa API list anggota 
MPR bukan merupakan 
data untuk 
interoperabilitas. 

• Penerapan Aspek Kode 
Referensi dan/atau data 
Induk belum dilakukan 
oleh produsen data. Bukti 
dukung yang tersedia 
belum dapat menunjukan 

adanya penerapan kode 
referensi yang telah 
dibahas dan disepakati 
pada forum Satu Data 
Indonesia tingkat pusat, 
yaitu Nomor Induk 
Kependudukan dan Kode 
Wilayah. 

Rekomendasi 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu meningkatkan 
penerapan prinsip SDI 
dengan menyusun 
kebijakan/prosedur baku 
terkait penerapan standar 
data statistik, metadata 
statistik dan penggunaan 
kode referensi dan/atau 
data induk. 
Kebijakan/prosedur baku 
tersebut berlaku dan harus 
diterapkan untuk seluruh 
produsen data. 

2) Domain Kualitas Data 

Keunggulan 

• Secara umum Sekretariat 
Jenderal MPR RI tidak 
memiliki keunggulan pada 
domain Kualitas Data 
karena seluruh aspek 
belum mencapai predikat 
baik dan tidak ada indikator 
yang mencapai tingkat 
kematangan terkelola. 

Kekurangan 

• Penerapan Aspek Relevansi 
masih dalam predikat 
kurang. Proses identifikasi 
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kebutuhan data belum 
dilaksanakan oleh 
produsen data. Sekretariat 
Jenderal MPR RI belum 
melakukan identifikasi 
relevansi data yang 
dihasilkan apakah telah 
memenuhi seluruh daftar 
kebutuhan pengguna 
utama. 

• Pada kegiatan Penyusunan 
Survei Efektivitas Sosialisasi 
Empat Pilar MPR 2022 
belum menginformasikan 
secara spesifik 
mekanisme/sistem 
penerapan akurasi data. 

• Penerapan Aspek 
Aktualitas & Ketepatan 
Waktu masih dalam 
predikat kurang. Belum 
ada bukti dukung yang 
menunjukan penerapan 
aspek tersebut oleh 
produsen data. 

• Penerapan Aspek 
Aksesibilitas berada pada 
predikat cukup. 
Penjaminan ketersediaan 
dan penyebarluasan data 
sudah dilakukan oleh 
produsen data 
sebagaimana diatur dalam 
telah dilakukan namun 
belum dilengkapi dengan 
penyediaan format data 
yang beragam dalam 
bentuk csv/excel, html, dll 
yang bertujuan 
memberikan kemudahan 

kepada pengguna agar 
dapat mengekstrak data 
dari database statistik 
melalui publik interface 
yang paling sesuai dan 
umum, juga belum 
tersedia panduan dalam 
mempublikasikan output 
statistik yang dihasilkan. 

• Penerapan Aspek 
Keterbandingan & 
Konsistensi masih berada 
pada predikat kurang. 
Belum tersedia bukti 
dukung yang menunjukan 
adanya prosedur 
penjaminan konsistensi 
statistik yang diterapkan 
oleh produsen data. 

Rekomendasi 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu melakukan 
peningkatan penerapan 
Aspek Relevansi, Akurasi, 
Aktualitas dan Ketepatan 
Waktu, Aksesibiltas, 
Keterbandingan dan 
Konsistensi agar dapat 
menghasilkan data yang 
berkualitas. 

• Mekanisme identifikasi 
relevansi data hendaknya 
sejalan dengan identifikasi 
kebutuhan data. 

• Perlu disusun 
mekanisme/sistem 
penerapan akurasi data 
terkait : 1. Penilaian dan 
validasi sumber data, 
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integrasi data, hingga 
output statistik. 2. 
Pengukuran dan 
pengelolaan error 
(identifikasi hingga 
mitigasi risiko). 3. Informasi 
tentang sampling error dan 
non-sampling error 4. SOP 
atau panduan dalam revisi 
data berikut penjelasan 
waktu, alasan, dan 
mengapa revisi dilakukan. 

• Peningkatan Penerapan 
aksesibilitas data yang 
terpusat dan perlu 
dilengkapi dengan 
panduan dalam 
mempublikasikan output 
statistik yang dihasilkan. 

• Penggunaan standar 
statistik internasional, 
regional, atau nasional 
senantiasa dilakukan agar 
dapat dibandingkan antar 
waktu. Seluruh data 
statistik yang dihasilkan 
harus selaras dengan data-
data dari sumber lain. Jika 
terjadi ketidakselarasan 
antardata, maka disediakan 
penjelasan mengenai hal 
tersebut untuk pengguna. 
Perlu disusun prosedur 
untuk memastikan bahwa 
data statistik yang 
dihasilkan konsisten. 

3) Domain Proses Bisnis 
Statistik 

Keunggulan 

• Secara umum Sekretariat 
Jenderal MPR RI tidak 
memiliki keunggulan pada 
domain Proses Bisnis 
Statistik karena seluruh 
aspek belum mencapai 
predikat baik dan belum 
ada indikator yang 
mencapai tingkat 
kematangan terdefinisi. 

Kekurangan 

• Proses identifikasi 
kebutuhan data statistik 
dan desain statistik 
bersama dengan produsen 
data pada Survei Efektivitas 
Sosialisasi Empat Pilar MPR 
RI telah menginformasikan 
kegiatan perancangan dari 
kegiatan statistik yang 
diajukan namun sesuai 
dengan standar masing-
masing. Dan informasi 
kegiatan penyiapan 
instrumen belum tersedia. 

• Proses Pengumpulan 
Data/Akuisisi pada 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
belum menginformasikan 
secara jelas mengenai 
prosedur/metode 
pengumpulan data yang 
digunakan. 

• Penerapan Aspek 
Pemeriksaan Data pada 
pengolahan data yang 
menginformasikan adanya 
proses pengolahan dari 
data yang dikumpulkan, 
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seperti integrasi data, 
mengagregasi, dan 
melakukan finalisasi data 
belum standar. Analisis 
data yang dilakukan belum 
memuat interpretasi dari 
output (tabel/grafik) yang 
dihasilkan. 

• Penerapan diseminasi data 
hanya bertumpu pada 
Aspek Penyebarluasan 
Data melalui website MPR, 
API Web. Informasi terkait 
proses sinkronisasi antara 
data dengan metadata, 
manajemen rilis produk 
diseminasi hingga 
manajemen user support 
belum tersedia. 

Rekomendasi 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu menyusun proses 
bisnis statistik yang 
terstandar untuk proses 
pendefinisian kebutuhan 
statistik, desain statistik, 
dan pengumpulan data, 
yang berlaku dan 
diterapkan oleh seluruh 
produsen data. 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu melakukan desain 
statistik sebagai bagian 
dari tahapan proses bisnis 
statistik yang terstandar, 
antara lain merancang 
output yang akan 
dihasilkan, variabel yang 
dikumpulkan, metode 

sampling, metode 
pengumpulan data, 
metode pengolahan data, 
alur kerja, dan instrumen 
kegiatan statistik lainnya. 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu melakukan 
peningkatan pemeriksaan 
data yang meliputi proses 
pengolahan data yang 
dikumpulkan (seperti 
integrasi data, agregasi, 
finalisasi data) dan analisis 
data. Analisis data meliputi 
validasi output 
(pemeriksaan konsistensi 
antar tabel), interpretasi 
output, penerapan 
disclosure control dan 
finalisasi output. 

• Penerapan Aspek 
Diseminasi di Sekretariat 
Jenderal MPR RI perlu 
ditingkatkan dengan 
menginformasikan proses 
sinkronisasi antara data 
dengan metadata, 
manajemen rilis produk 
diseminasi hingga 
manajemen user support. 

4) Domain Kelembagaan 

Keunggulan 

• Secara umum Sekretariat 
Jenderal MPR RI tidak 
memiliki keunggulan pada 
Domain Kelembagaan 
karena seluruh Aspek 
belum mencapai predikat 
baik. 
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• Penerapan Aspek 
Profesionalitas terkait 
penjaminan transparansi 
informasi statistik 
dilakukan dalam bentuk 
Penyajian Data pada API 
Anggota MPR RI yang 
dapat diakses melalui 
tautan berikut 
https://www.mpr.go.id/api/li
stanggotampr. 

• Penerapan Aspek Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
Memadai dan Kapabel 
diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan kompetensi 
Sumber Daya Manusia 
namun pada Sekretariat 
Jenderal MPR RI belum 
melakukan pemenuhan 
kompetensi SDM. 

Kekurangan 

• Penerapan Aspek 
Profesionalitas terkait 
penjaminan transparansi 
informasi statistik, 
netralitas dan objektivitas, 
kualitas data, dan 
konfidensialitas data 
belum dilakukan dengan 
baik. 

• Penerapan Aspek Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
Memadai dan Kapabel 
dilakukan melalui 
peningkatan kompetensi 
Sumber Daya Manusia 
dalam keikut sertaan 
dalam workshop 

peningkatan kapabilitas. 
Penerapan aspek ini belum 
dilakukan secara 
menyeluruh di bidang 
statistis data, karena belum 
tersedianya Analisis Beban 
Kerja (ABK) untuk 
fungsional statistis. 

• Penerapan Aspek 
Pengorganisasian Statistik 
terkait kolaborasi antar unit 
kerja di Sekretariat Jenderal 
MPR RI telah diatur 
berdasarkan Peraturan 
Sekjen dan dilaksanakan 
oleh Pusat Teknologi Setjen 
MPR. Penerapan Aspek 
Pengorganisasian Statistik 
diwujudkan melalui 
koordinasi walidata dengan 
produsen data dalam 
kegiatan Survei Nasional 
Efektivitas Sosialisasi 
Empat Pilar MPR 2022. 
Namun penyelenggaraan 
kegiatan statistik di 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
belum berkoordinasi dan 
berkolaborasi dengan BPS 
secara formal. 

Rekomendasi 

• Walidata Sekretariat 
Jenderal MPR RI perlu 
menjalankan 
tugas/program kerjanya 
secara keseluruhan 
sebagaimana yang 
tercantum dalam 
Peraturan Sekjen MPR 
tentang Satu Data MPR. 
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• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu melakukan reviu dan 
evaluasi secara berkala 
terhadap penerapan Aspek 
Profesionalitas, 
pemenuhan Aspek SDM 
yang Memadai dan 
Kapabel, dan penguatan 
Aspek Pengorganisasian 
Statistik, serta melakukan 
tindak lanjut dari hasil 
evaluasi untuk 
meningkatkan kualitas 
penerapan aspek tersebut. 

5) Domain Statistik Nasional 

Keunggulan 

• Secara umum Sekretariat 
Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
RI tidak memiliki 
keunggulan pada Domain 
Statistik Nasional karena 
seluruh aspek belum 
mencapai predikat Baik 
dan seluruh indikator 
belum ada yang mencapai 
tingkat kematangan 
terdefinisi. 

Kekurangan 

• Penerapan Aspek 
Pemanfaatan Data Statistik 
terkait penggunaan data 
statistik dasar dan statistik 
sektoral belum dilakukan 
oleh produsen data. 
Sosialisasi dan literasi data 
statistik juga belum 
dilakukan oleh seluruh 
produsen data, dimana 

Survei Efektivitas Sosialisasi 
Empat Pilar MPR 2022 yang 
datanya bersifat terbuka 
dan dapat dimanfaatkan 
untuk umum, belum 
dilakukan sosialisasi 
terhadap data hasil survei 
tersebut. 

• Penerapan Aspek 
Pengelolaan Kegiatan 
Statistik belum 
dilaksanakan oleh 
produsen data. Survei 
Efektivitas Sosialisasi 
Empat Pilar MPR 2022 
belum memberitahukan 
rancangan kegiatan 
statistiknya ke BPS 
sehingga belum 
mendapatkan 
rekomendasi dari BPS. 

• Pada Aspek Penguatan 
SSN Berkelanjutan, 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
belum menyusun dan 
menetapkan Perencanaan 
Pembangunan Statistik 
serta Pemanfaatan big 
data. Dalam hal 
penyebarluasan data bukti 
dukung yang diajukan 
menginformasikan 
penyebarluasan data 
anggota MPR, bukan data 
hasil kegiatan Survei 
Efektivitas Sosialisasi 
Empat Pilar MPR 2022. 

Rekomendasi 
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• Perlu adanya kolaborasi 
antara produsen data dan 
walidata di Sekretariat 
Jenderal MPR RI dalam 
pemanfaatan data statistik, 
pengelolaan kegiatan 
statistik, dan penguatan 
SSN berkelanjutan. 

• Untuk memperluas 
pemanfaatan data statistik 
yang dihasilkan, Sekretariat 
Jenderal MPR RI perlu 
melakukan sosialisasi dan 
literasi data statistik kepada 
pengguna juga 
penggunaan data statistik 
dasar dan statistik sektoral 
untuk perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi, 
dan/atau penyusunan 
kebijakan. 

• Walidata perlu 
mengkoordinasikan 
pemberitahuan rancangan 
kegiatan statistik dari 

produsen data ke BPS 
untuk mendapatkan 
rekomendasi dari BPS. 
Mekanisme 
pemberitahuan rancangan 
kegiatan statistik ini perlu 
ditetapkan prosedur 
bakunya yang mengikat 
seluruh produsen data dan 
walidata di Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 

• Sekretariat Jenderal MPR RI 
perlu melaksanakan 
rencana pembangunan 
statistik yang sudah 
ditetapkan. 
Penyebarluasan data 
melalui walidata dan Aspek 
Pemanfaatan Data Statistik 
dengan memanfaatkan big 
data perlu dilakukan dan di 
review serta di evaluasi 
secara berkala dalam 
rangka peningkatan 
kualitas. 
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B. REALISASI ANGGARAN 
 

Dalam mendukung sasaran 
kegiatan Biro Hubungan 
Masyarakat Dan Sistem Informasi, 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) yang diperoleh 
pada tahun anggaran 2023 
sebesar Rp. 28.007.500.000,-. 

Realisasi penggunaan anggaran 
berdasarkan pengklasifikasian 
rincian output pada program 
pengelolaan administrasi, 
publikasi, dan layanan informasi 
dapat dilihat pada tabel  berikut:

  

Tabel 18 Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem Informasi Tahun 
2023 

NO 
PROGRAM/KEGIA
TAN/KOMPONEN 

JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN 

EBA 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal 

Rp 26.423.907.000.- Rp 24.311.080.160.- 92,00% 

958 

Layanan 
Hubungan 
Masyarakat dan 
Informasi 

Rp 26.000.947.000,- Rp 23.938.505.360,- 92,07% 

963 
Layanan Data dan 
Informasi 

Rp       422.960.000,- 
Rp        
372.574.800,- 

88,09% 

FAB 
Sistem Informasi 
Pemerintahan 

Rp    1.583.593.000,- Rp    1.350.550.000,- 85,28% 

001 

Pembuatan 
Aplikasi 
Penunjang 
Kinerja 

Rp        
545.000.000,- 

Rp        
343.500.000,- 

63,03% 

002 

Pengembangan 
Aplikasi 
Penunjang 
Kinerja Layanan 
SPBE Setjen MPR 

Rp    1.038.593.000,- Rp    1.007.050.000,- 96,96% 

Total Anggaran Rp 28.007.500.000,- Rp 25.661.630.160,- 91,62% 

 

Capaian penyerapan anggaran 
Biro Hubungan Masyarakat dan 

Sistem Informasi sebesar 91,62% 
diukur dari perbandingan realisasi 
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penggunaan anggaran dengan 
jumlah pagu anggaran yang 
diterima. Alokasi anggaran 
digunakan untuk mendukung 
tugas kehumasan MPR RI baik 
secara teknis maupun 
administratif melalui program dan 
kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan layanan dukungan 
manajemen internal untuk 
mendukung  penyebarluasan 
informasi dan pelayanan 
informasi publik melalui  

peliputan dan publikasi 
kegiatan MPR RI, Forum 
Konsultasi Publik, serta 
pengelolaan informasi dan 
dokumentasi MPR RI. 

2. Program sistem informasi 
pemerintahan untuk 
pembuatan dan 
pengembangan aplikasi 
penunjang kinerja dalam 
menerapkan sistem 
pemerintahan berbasis 
elektronik.
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1.   

 

 
BAB IV 

PENUTUP 
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A. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI 
 

Berdasarkan Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan 
Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, seluruh instansi 
pemerintah diwajibkan untuk 
menyusun Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), dan Penetapan 
Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap 
tahunnya dalam bentuk Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP). Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) oleh Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi menyajikan data dan 
informasi yang relevan, agar dapat 
dievaluasi mengenai keberhasilan 

dan kegagalan dalam mencapai 
tujuan dan sasaran kegiatan 
kepada stakeholder. Laporan 
kinerja memberikan gambaran 
upaya-upaya yang dilakukan Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi dalam mencapai target 
indikator-indikator kinerja yang 
menjadi parameter dalam 
pelaksananaan tugas dan 
fungsinya. Berdasarkan hasil 
pengukuran indikator-indikator 
kinerja yang telah ditetapkan pada 
perjanjian kinerja pada tahun 
2023, Biro Hubungan Masyarakat 
Dan Sistem Informasi 
memperoleh capaian kinerja 
sebesar 98,99%. Laporan 
akuntabilitas kinerja menjadi 
bahan evaluasi bagi Biro 
Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya agar dapat 
dilaksanakan lebih baik lagi 
kedepannya.

 

Tabel 19 Rencana Aksi Tahun 2024 

No. Rencana Aksi 
Unit kerja 

Penangggung jawab 

1 

Meningkatkan kualitas layanan publik 
MPR RI dari segi produk layanan dengan 
memberikan informasi kelembagaan 
MPR RI yang relevan bagi masyarakat 
melalui konten-konten informatif dan 
edukatif serta memperbarui bahan 
tayang penerimaan kunjungan delegasi 

Bagian Pemberitaan 
dan Hubungan Antar 

Lembaga 
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No. Rencana Aksi 
Unit kerja 

Penangggung jawab 
agar tidak monoton dan menarik bagi 
peserta delegasi. 

2 

Melaksanakan penataan ruang pustaka 
serta pemenuhan sarana dan prasarana 
yang memadai sesuai dengan Peraturan 
Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 
Standar Nasional Perpustakaan Khusus. 

Bagian Perpustakaan 

3 

Menyediakan fitur ramah disabilitas pada 
website mpr.go.id sebagai website resmi 
informasi kelembagaan MPR RI yang 
dapat dimanfaatkan oleh  berbagai 
kalangan termasuk kalangan disabilitas. 

Bagian Sistem 
Informasi Dan Data 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Sistem 
Informasi Januari 2023 
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Lampiran 2 Revisi I Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi September 2023 
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Lampiran 3 Revisi II Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan 
Sistem Informasi Desember 2023 
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Lampiran 4 Surat Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 
795 Tahun 2023 Tentang Hasil  Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah Dan BUMN Tahun 2023 
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Lampiran 5 Rekapitulasi Pemenuhan Layanan 

 

 
dst 
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Lampiran 6 Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refirmasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah daerah Tahun 2023 
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Lampiran 7 Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023
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